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RINGKASAN

Penyaluran modal dalam bentuk fasilitas kredit oleh kreditur (bank)
membutuhkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi kembalinya
modal tersebut kepada kreditur. Dengan adanya jaminan tersebut, maka apabila
terjadi kredit macet, kreditur mendapat penggantian dari penjualan lelang atas
barang jaminan. Lembaga jaminan yang sering digunakan dalam praktek
perbankan adalah jaminan kebendaan yang dikenal dalam praktek adalah hak
tanggungan untuk barang tidak bergerak berupa tanah sedangkan gadai dan
fidusia digunakan untuk benda bergerak. Fidusia sebagai lembaga jaminan timbul
karena kebutuhan masyarakat akan lembaga jaminan yang tidak mengharuskan
syarat penguasaan barang jaminan dalam tangan pemberi kredit.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan
perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, pelaksanaan perjanjian pembebanan
jaminan fidusia dan eksekusi terhadap barang jaminan jika terjadi kredit macet.

Metode pendekatan vang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis
normatif, sedangkan prosedur pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan
dan dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Bahwa bentuk perjanjian kredit dengan jaminan fidusia terhadap barang
dagangan adalah perjanjian standar (standard contract). Perjanjian standar ini sah
dengan adanya suatu doktrin yang menyatakan bahwa dengan ditandatanganinya
perjanjian itu dianggap mengetahui, memahami dan menyetujui isi dari perjanjian
tersebut. Jaminan Fidusia yang digunakan dalam perjanjian kredit, dengan adanya
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia harus
didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Tujuan pendaftaran fidusia ini agar
penerima fidusia mempunyai Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai bukti yang kuat
sebagai suatu akta otentik. Sertifikat Jaminan Fidusia ini dapat digunakan
penerima fidusia untuk menuntut pemberi fidusia apabila ingkar janji
(wanprestasi). Penerima fidusia dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan
fidusia seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Tentang Jaminan Fidusia.
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Paiyid ,n'_,

PENDAHULUANM -

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dewasa ini bertujuan untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat agar tercapai cita-cita luhur yaitu negara adil
dan makmur. Di dalam pembangunan ini diharapkan agar pembangunan ekonomi
dapat menunjang pembangunan sektor lain, antara lain adalah bidang hukum.
Salah satu bidang hukum yang perlu mendapat perhatian untuk mengimbangi
perkembangan dalam bidang ekonomi adalah hukum jaminan. Hukum jaminan
senantiasa berkaitan dengan hukum ekonomi (economic law), karena
perkembangan di bidang ekonomi, terutama pada sektor industri, perseroan,
pengangkutan dan lain-lain, membutuhkan adanya modal (dana). Penyediaan dana
untuk kegiatan pembangunan, oleh lembaga keuangan bank maupun bukan bank
membutuhkan adanya pengamanan bagi dana yang disalurkan.

Penyaluran dana dalam bentuk fasilitas kredit oleh kreditur (bank)
membutuhkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi kembalinya dana
tersebut. Dengan adanya jaminan tersebut, maka jika debitur wanprestasi, kreditur
mendapat penggantian dari penjualan atas barang jaminan melalui lembaga
pelelangan umum (Kantor Lelang).

Disamping itu khusus bagi lembaga perbankan, sudah menjadi suatu
kelaziman bahwa dalam menyalurkan kredit bank harus mempunyai jaminan bagi
kembalinya kredit tersebut. Dalam ketentuan kredit, disamping memperhatikan
aspek ekonomi dan bisnis perbankan, bank harus memperhatikan aspek
pengamanan dari segi hukum (legal security).

Di dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
dijelaskan bahwa dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai
keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya
sesuai dengan yang diperjanjikan. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung

resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas

/ ' ~ WP ""mrakm

/
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perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian
kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk
melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting
yang harus diperhatikan oleh bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank
harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal,
agunan dan prospek usaha dari debitur. Mengingat bahwa jaminan (agunan)
menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan
unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur
mengembalikan hutangnya, jaminan (agunan) dapat hanya berupa barang, proyek
atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Bank tidak wajib
meminta jaminan (agunan) berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan
obyek yang dibiayai.

Lembaga jaminan yang sering digunakan daian prakick perbankan adalah
jaminan kebendaan. Lembaga jaminan kebendaan yang dikenal dalam praktek
adalah hak tanggungan untuk tanah sedangkan gadai dan fidusia digunakan untuk
benda bergerak. Lembaga jaminan fidusia banyak digunakan dalam praktek
karena cara pembebanannya mudah, cepat dan /uwes.

Fidusia sebagai lembaga jaminan timbul karena kebutuhan masyarakat
akan lembaga jaminan yang tidak mengharuskan syarat penguasaan barang
jaminan dalam tangan pemberi kredit. Apabila barang yang dijaminkan debitur
adalah barang yang diperlukan dalam usaha debitur maka penguasaan barang
jaminan oleh kreditur akan menghambat kegiatan debitur dalam melanjutkan
usahanya. Untuk mengatasi kesulitan tersebut sejak awal yurisprudensi
membenarkan adanya lembaga jammnan fidusia dimana penyerahan hak milik atas
benda jaminan berdasarkan kepercayaan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang
Jaminan Fidusia obyek fidusia diantaranya : benda berwujud, benda tidak
berwujud termasuk piutang, benda bergerak, benda tidak bergerak yang tidak
dapat diikat dengan hak hak tanggungan, benda persediaan dapat juga menjadi
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obyek jaminan fidusia. Salah satu bentuk benda persediaan adalah barang
dagangan, contoh dari barang dagangan antara lain : beras, gabah dan katul.

Berdasarkan uraian diatas dan bertitik tolak pada ketentuan-ketentuan
yang ada, penuiis membahas hal-hal yang berkaitan tentang: “PELAKSANAAN
PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN FIDUSIA
TERHADAP BARANG DAGANGAN".

1.2 Ruang Lingkup
Agar tidak menimbulkan salah pengertian atas tujuan yang hendak dicapai
dalam penulisan skripsi ini, maka perlu dibatasi ruang lingkup pembahasan

permasalahan pada pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

I.3 Perumusan Masalah
Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam pembahasan skripsi ini, maka
dibatasi permasalahan yang hendak dikaji, sebagai berikut :
1. bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia
terhadap barang dagangan?
2. bagaimana pelaksanaan perjanjian pembebanan jaminan fidusia
terhadap barang dagangan?
3. bagaimana eksekusi terhadap barang jaminan fidusia jika terjadi kredit
macet?

1.4 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan yaitu tujuan umum dan
tujuan khusus.
I.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah merupakan tujuan yang
bersifat akademis, yaitu :

1. untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat-syarat untuk

mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas

Jember.
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2. untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama
masa studi.

3. untuk menyumbangkan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya
dan segenap mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya, agar dapat
dijadikan bahan acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

I. untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana proses terjadinya
perjanjian kredit dengan jaminan fidusia terhadap barang dagangan.

2. untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana prosedur pembebanan
jaminan fidusia terhadap barang dagangan.

3. untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana eksekusi terhadap barang
Jjaminan fidusia jika terjadi kredit macet.

1.5 Metodologi

Metode penulisan adalah proses prinsip dan prosedur untuk mencari,
mendekati masalah dan mencapai suatu sasaran. Guna mendapatkan data yang
diperlukan dalam menjawab dan menganalisa permasalahan dalam penyusunan
skripsi i, penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut :
L.5.1 Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat di
dalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka penulis mempergunakan metode
pendekatan secara Yuridis Normatif. Metode Yuridis Normatif dilakukan dengan
mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi
yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. (Ronny Hanitijo
Soemitro,1990:9).
1.5.2 Sumber Data

Sumber data merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan
untuk memecahkan masalah yang ada. Di dalam penyusunan skripsi ini, sumber
data yang dipergunakan adalah hasil penelusuran kepustakaan terhadap data
sekunder di bidang hukum yang terdiri dari :
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1.5.2.1 Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan
Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran
Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
1.5.2.2 Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat
hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu
menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang meliputi
beberapa sumber literatur berupa buku-buku yang berhubungan
dengan masalah yang akan dibahas, dan seminar-seminar hukum
nasional yang berkaitan dengan skripsi ini.(Ronny Hanitijo
Soemitro,1990:68).
.5.3 Prosedur Pengumpulan Data
Dalami pengumpulan dan pengolahan data dilakukan dengan cara studi
literatur. Studi literatur yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui studi
kepustakaan dilakukan dengan membaca atau mempelajari buku-buku literatur
yang tersedia di kepustakaan maupun dari buku-buku umum, peraturan
perundang-undangan atau tulisan-tulisan yang dapat dijadikan landasan yang
berkenaan atau  berkaitan dengan penulisan  skripsi  ini.(Soerjono
Soekanto,1985:14).
1.5.4 Analisa Data
Dalam analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif
yaitu cara mengolah semua data yang ada dengan menggunakan keterangan tanpa
menggunakan angka-angka sehingga diharapkan akan tersaji data yang benar-
benar dapat mewakili pokok permasalahan yang dibahas.(Ronny Hanitijo
Soemitro,1990:168).
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BAB II —

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pada tanggal 24 Agustus 2001 Mr. X yang bertempat tinggal di Jember,
Jalan Sunan Kalijogo nomor 10 mengajukan permohonan kredit kepada Bank
Mandiri untuk memperoleh pinjaman modal kerja. Setelah syarat-syarat dalam
permohonan kredit semua terpenuhi, selanjutnya bank mengadakan analisa yang
meliputi : character (kepribadian), capacity (kemampuan), capital (modal),
collateral (jaminan) dan condition of economy (kondisi ekonomi)

Setelah proses penganalisaan terhadap permohonan kredit selesai
selanjutnya bank pada tanggal 12 November 2001 menyetujui permohonan
fasilitas kredit sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan
digunakan untuk tambahan modal kerja perdagangan beras, gabah dan katul.
Persetujuan Bank untuk memberi pinjaman kepada debitur hanya berlaku untuk
jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 26 November 2001
sehingga akan berakhir pada tanggal 26 November 2002. Debitur wajib membayar
bunga atas pinjaman pokok pada Bank sebesar 19,0 % (sembilan belas persen) per
tahun yang dihitung setiap bulan dari saldo debet harian rekening debitur.

Perjanjian kredit ini menggunakan jaminan utama berupa jaminan fidusia
dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus limapuluh juta
rupiah) atas obyek jaminan fidusia berupa: seluruh stok atau persediaan barang
dagangan berupa beras, gabah dan katul termasuk juga piutang dagang, baik yang
sekarang telah ada atau yang akan ada di kemudian hari dan jaminan tambahan
berupa hak tanggungan atas tanah dan bangunan yaitu sertifikat hak milik nomor
1589 dengan luas 2167 m2.

Bank sebagai penerima fidusia memberikan kuasa kepada notaris untuk
mendaftarkan jaminan fidusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 Tentang Jaminan Fidusia. Setelah dilakukan pendaftaran di Kantor
Pendaftaran Fidusia maka dikeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal 5
April 2002 dengan nomor W10-0857HT.04.06. TH.2002/STD
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2.2 Dasar Hukum
Sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu yang
termasuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata khususnya dalam perjanjian kredit
dengan menggunakan jaminan fidusia maka dasar hukum yang digunakan adalah
yang bersifat perdata, maka peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum dalam
penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
a. Pasal 1131 :
Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak
bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian
hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.
b. Pasal 1132 :
Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang
yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu
dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang
masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-
alasan yang sah untuk didahulukan.
c. Pasal 1313 :
Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
d. Pasal 1320 :
Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal,
e. Pasal 1337 :
Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau

apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.
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f. Pasal 1338 ayat 1 :
Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang
bagi mereka yang membuatnya.

g. Pasal 1754 :
Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang
yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang
belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan
keadaan yang sama pula.

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan :

a. Pasal 1 angka 11 :
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

b. Pasal 8 ayat ] :
Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah,
Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang
mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur
untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud
sesuai dengan yang diperjanjikan.

3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun1999 Tentang Fidusia :

a. Pasal 1 ayat 1 :
Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya
dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

b. Pasal 1 ayat2 :
Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang
berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak
khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan
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sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi
Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan
kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur
lainnya.

Pasal 4 :

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok
yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu
prestasi.

. Pasal 11 ayat 1 :

Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.

Pasal 12 ayat 1 :

Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pasal 17 :

Pemberi Fidusia dilarang melakukan Fidusia ulang terhadap Benda yang
menjadi obyek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.

. Pasal 27 ayat 1 :

Penarima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur
lainnya.

Pasal 27 ayat 3 :

Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya
kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Pasal 28 :

Apabila atas benda yang sama menjadi obyek Jaminan Fidusia lebih dari 1
(satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan kepada pihak yang lebih
dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pasal 29 ayat 1 :

Apabila debitur atau Pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda
yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

10

a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

b. Penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan
Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan
Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat
diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran
Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
a. Pasal 2 ayat 4 :
Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam
ayat 2 dilengkapi dengan :
a. salinan akta notaris tentang pembebanan Jaminan Fidusia;
b. surat kuasa atau pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran
Jaminan Fidusia;
c. bukti biaya pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam
ayat 3.

2.3 Landasan Teori
Untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada, maka perlu
didukung oleh landasan teori dengan tujuan memberikan kemudahan-kemudahan

di dalam memahami pengertian-pengertian yang ada.

2.3.1 Pengertian Perjanjian

Mengenai pengertian perjanjian, para sarjana memberikan definisi yang
berbeda-beda. Hal tersebut dapat dilihat seperti dibawah ini :

1. Menurut Prof. Sri soedewi Masychoen, bahwa perjanjian itu  adalah suatu
perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap
seorang lain atau lebih.

2. Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH. menyatakan bahwa suatu
perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda
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kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap
berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal,
sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

3. Menurut Prof. Subekti, SH. bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana
seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling
berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

4. Menurut K.RM.T Tirtodiningrat, SH. bahwa perjanjian adalah suatu
perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih
untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh Undang-
undang (Edy Putra Tje’ Aman, 1989:18)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dipakai istilah
perjanjian melainkan persetujuan. Hal ini tidak menjadi persoalan, sebab suatu
perjanjian disebut juga persetujuan karena kedua belah pihak setuju untuk
melakukan sesuatu. Jadi kedua istilah tersebut sama artinya.

Untuk lebih jelasnya bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
itu bukan menggunakan kata “perjanjian” melainkan “persetujuan”. Dalam pasal
1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa suatu persetujuan
adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang atau lebih.

Dari beberapa pendapat diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa
untuk terjadinya suatu perjanjian harus ada dua pihak didalamnya dan sedikitnya
terdapat satu kewajiban dan satu hak.

Hukum perjanjian tidak diatur secara baku, melainkan dapat disesuaikan
dengan suara hati masing-masing para pihak, mereka dapat mengadakan
ketentuan-ketentuan sendiri, mungkin menyimpang dari ketentuan hukum
perjanjian, mungkin juga melengkapi, menambah atau mengurangi dan
sebagainya. Fakta ini menunjukkan bahwa hukum perjanjian dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata sifatnya Openbaar System atau sering juga
disebut menganut sistem terbuka.

Di dalam sistem terbuka sebagaimana dianut oleh hukum perjanjian

mempunyai motif dan tujuan, dimana memberikan kesempatan kepada orang yang
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cakap (pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) untuk mengadakan
atau membuat perjanjian mengenai apapun juga, maksudnya baik mengenai
perjanjian yang sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang (Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dan
ketentuan-ketentuan lain yang lebih khusus, boleh juga mengadakan perjanjian-
perjanjian jenis baru yang sama sekali belum diatur atau belum dikenal di dalam
Undang-Undang.

Sifat peraturan hukum perjanjian memberikan kesempatan kepada setiap
orang untuk mengadakan perjanjian apa saja, sejauh itu tidak bertentangan dengan
Undang-Undang seperti disebutkan dalam pasal 1337 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata yang mengatakan “suatu sebab terlarang, apabila dilarang oleh
Undang-Undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban
umum”.

Dari penjabaran diatas maka dapat dimengerti, bahwa hukum perjanjian
mengandung asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunservanda dan
consensualisme artinya para pihak bebas menentukan isi dan bentuk perjanjian
yang akan dibuatnya, dan juga mengikat para pihak yang membuatnya. (Pasal
1338 dan 1320 sub 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Selain sifat-sifat tersebut diatas, Hukum perjanjian yang diatur dalam
Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga bersifat “obligator” yaitu
perjanjian yang menimbulkan “verbintenis” yakni meletakkan hak dan kewajiban
bagi para pihak.

Setelah mengetahui pengertian perjanjian, maka satu hal pokok yang harus
diketahui agar perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat adalah syarat sahnya
perjanjian. Mengenai syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, yang menentukan bahwa untuk sahnya
perjanjian diperlukan empat syarat. Adapun keempat syarat itu adalah :

1. Kata sepakat dari mereka yang mengikatkan diri.
Kata sepakat mereka disini harus diberikan secara bebas. Walaupun syarat
kata sepakat ini sudah dirasakan atau dianggap telah dipenuhi, mungkin
terdapat suatu kekhilafan dimana suatu perjanjian yang telah terjadi itu, pada
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dasarnya ternyata bukan perjanjian, apabila kedua belah pihak beranggapan
menghendaki sesuatu yang sama akan tetapi tidak. Keadaan ini di jumpai
bilamana terjadi kekhilafan. Perjanjian yang timbul secara demikian dalam
beberapa hal dapat dibatalkan.
Kata sepakat mungkin pula diberikan karena penipuan, paksaan atau
kekerasan. Dalam keadaan inipun mungkin diadakan pembatalan oleh
pengadilan atas tuntutan dari orang-orang yang berkepentingan.

2. Kecakapan untuk membuat perjanjian.
Disini orang yang cakap, yang dimaksudkan adalah mereka telah berumur
genap 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah pernah kawin. Tidak
termasuk orang-orang sakit ingatan atau bersifat pemboros yang karena itu
oleh Pengadilan diputuskan berada dibawah pengampuan dan seorang
perempuan yang masih bersuami.

3. Suatu hal tertentu
Suatu hal tertentu maksudnya adalah sedikitnya macam atau jenis benda
dalam perjanjian itu sudah ditentukan, misalnya jual beli beras sebanyak 100
kilogram adalah dimungkinkan asal disebutkan macam atau jenis dan rupanya
sedangkan jual beli beras 100 kilogram tanpa disebutkan macam atau jenis,
warna dan rupanya dapat dibatalkan.
Perjanjian mengenai sesuatu barang yang akan diterima kelak (hasil panenan)
diperkenankan. Satu sama lain kalau mengenai barang-barang harus barang-
barang di dalam perdagangan.

4. Suatu sebab yang halal
Dengan syarat ini dimaksudkan adalah tujuan dari perjanjian itu sendiri. Sebab
yang tidak halal adalah berlawanan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan
ketertiban umum.

Tiap-tiap perjanjian yang dibuat adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat

ini. Apabila salah satu syarat atau lebih, syarat itu tidak dipenuhi maka perjanjian

tersebut tidak sah sehingga akibat-akibat hukumnya sebagaimana dimaksudkan

tidak terjadi pula.
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Keempat syarat tersebut diatas dengan jelas telah disebutkan dalam pasal
1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Banyak pula sarjana yang
menggunakan istilah yang berlainan walaupun sebenamnya maksudnya adalah
sama.

Sebenamya keempat syarat tersebut diatas dapat dibagi kedalam dua
kelompok yaitu :

1. Syarat Subyektif
adalah suatu syarat yang menyangkut pada subyek-subyek perjanjian itu atau
dengan perkataan lain, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang
membuat perjanjian dimana hal ini meliputi kesepakatan mereka yang
mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian.

2. Syarat Obyektif
adalah syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian itu, ini meliputi suatu
hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Kalau dilihat akibat hukum dari kedua syarat tersebut adalah berbeda
maksudnya kalau syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu dapat
dibatalkan, ini berarti sebelum dilakukan pembatalan tersebut perjanjian itu adalah
sah, sahnya sampai diadakannya pembatalan itu. Sedangkan apabila syarat
obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, ini berarti sejak
lahirnya perjanjian itu sudah batal atau perjanjian memang ada tapi tidak berlaku
atau dianggap tidak pemah ada.

2.3.2 Pengertian Perjanjian Kredit

Sebelum diuraikan lebih lanjut mengenai perjanjian kredit terlebih dahulu
akan dibahas tentang kredit. Secara etymologi, kata kredit berasal dari bahasa
Yunani yaitu “credere” yang berarti kepercayaan. Kepercayaan ini merupukan
dasar dari setiap perikatan yaitu seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang
lain. Dilihat dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran.
Maksudanya pengembalian atas penerimaan uang dan/atau suatu barang tidak

dilakukan bersamaan pada saat menerimanya, akan tetapi pengembaliannya
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dilakukan bersamaan pada saat menerimanya akan tetapi pengembaliannya
dilakukan pada masa tertentu yang akan datang.

Ada beberapa pendapat para sarjana mengenai kredit yaitu :
1. SAVELBERG, menyatakan kredit mempunyai arti antara lain :

a. sebagai dasar dari setiap perikatan (verbentenis) dimana seseorang berhak
untuk menuntut sesuatu dari orang lain.

b. sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang
lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan
tersebut.

2. LEVY, merumuskan arti hukum dari kredit sebagai berikut :
menyerahkan secara sukarela sejumlah uwang untuk dipergunakan secara
bebas oleh penerima kredit, penerima kredit berhak mempergunakan jumlah
pinjaman itu dikemudian hari.
3. RAYMOND. P. KENT dalam bukunya yang berjudul “money and banking”
menyatakan :
kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk
melakukan pembayaran pada waktu yang akan datang, karena menyerahkan
barang-barang sekarang.
4. MOLENAAR dalam buku “krediet” mengemukakan bahwa :
kredit adalah meminjamkan benda kepada peminjam dengan kepercayaan
bahwa benda itu akan dikembalikan di kemudian hari kepada pihak yang
meminjamkan.
Berdasarkan definisi tersebut Molenaar mengembangkan jenis kredit
sebagai berikut :

a. Kredit berupa uang yang dikemudian hari dikembalikan dalam bentuk
uang.

b. Kredit berupa uang yang dikemudian hari dikembalikan dalam bentuk
barang.

¢. Kredit berupa barang yang dikemudian hari dikembalikan dalam bentuk

barang.
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d. Kredit berupa barang yang dikemudian hari dikembalikan dalam bentuk

uang (Marhainis Abdul Hay, 1984:142).

Berkaitan dengan pendapat para sarjana mengenai definisi kredit tersebut,
maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 pasal | angka 12 yang
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 angka 11
menyebutkan tentang pengertian kredit sebagai berikut : “Kredit adalah
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain
yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka
waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dengan ketentuan ini dapat diketahui bahwa istilah kredit memiliki arti
yang khusus, yaitu meminjamkan uang. Undang-Undang Perbankan menunjuk
perjanjian pinjam meminjam sebagai acuan dari perjanjian kredit. Dimana
perjanjian pinjam meminjam ini diatur dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata.

Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum perdata menentukan bahwa:

“Perjanjian pinjam meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang
habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan
mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”
Dari pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, terlihat sifat
umum dari perjanjian pinjam meminjam dengan beberapa unsur yaitu :

1. Perjanjian pinjam meminjam bisa terdapat barang pada umumnya juga
termasuk uang.

2. Terjadi pada masyarakat umum dan dapat pula terjadi pada dunia perbankan.

3. Setelah dipinjam, dikembalikan kepada yang meminjamkan.

4. Boleh ditetapkan bunga, boleh tanpa bunga (Marhainis Abdul Hay, 1984:145)

Perjanjian pinjam meminjam menurut Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata juga mengandung makna yang luas, yaitu obyeknya adalah benda yang
menghabis jika dipakai termasuk didalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam

meminjam ini pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik uang yang
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dipinjam dan dikemudian hari dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak
yang meminjamkan.

Perjanjian Kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah
satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam bentuk apapun juga pemberian
kredit itu diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam
meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754 sampai dengan 1769 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Namun demikian dalam praktek perbankan
yang modern, hubungan hukum dalam kredit tidak lagi semata-mata berbentuk
hanya perjanjian pinjam meminjam saja melainkan adanya campuran dengan
bentuk perjanjian yang lainnya seperti perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian
lainnya. Dalam bentuk yang campuran demikian maka selalu tampil adanya suatu
jalinan diantara perjanjian yang terkait tersebut. Namun demikian dalam praktek
perbankan pada dasarnya bentuk dan pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam
yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidaklah sepenuhnya sama
dengan bentuk dan pelaksanaan suatu perjanjian kredit perbankan.

Dari uraian yang telah penyusun kemukakan, maka dapat ditarik suatu
kesimpulan bahwa didalam perjanjian kredit terkandung suatu kewajiban bagi
penerima kredit untuk mengembalikan pinjamannya. Sehingga dengan adanya
kewajiban tersebut menunjukkan kepada kita bahwa kredit itu hanya diberikan
kepada orang yang dapat dipercaya dan mampu mengembalikan uang yang
dipinjam dikemudian hari.

Menurut petunjuk Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pedoman
Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank yang terlampir pada Surat
Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR Tanggal 31 Maret
1995, Suatu perjanjian kredit bank harus dibuat secara tertulis. Adapun bentuk dan
format perjanjian kredit ditetapkan oleh masing-masing bank dan sekurang-
kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi
kepentingan bank.
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2. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta
persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagai mana ditetapkan dalam
Keputusan Persetujuan Kredit dimaksud.

2.3.3 Pengertian Jaminan

Dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat istilah jaminan telah dikenal
akrab. Yang dimaksud dengan jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada
kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi
kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Di dalam praktek perbankan
masalah jaminan ini sangat penting sekali, terutama yang berhubungan dengan
kredit yang dilepas kepada nasabahnya.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan pada umumnya jenis-jenis
lembaga jaminan sebagaimana dikenal dalam Tata Hukum Indonesia dapat
digolong-golongkan menurut cara terjadinya, menurut sifatnya, menurut
obyeknya, menurut kewenangan menguasainya. Penggolongan lembaga jaminan
tersebut sebagai berikut :

1. Jaminan yang lahir karena ditentukan Undang-Undang dan jaminan yang lahir
karena diperjanjikan.
Yang tergolong lembaga jaminan ini adalah pasal 1131 dan 1132 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata.
Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa segala
kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik
yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi
tanggungan untuk segala perikatannya perorangan.
Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa
kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang
mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi
menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing
kecuali diantaranya para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk
didahulukan.
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Hak dari seorang kreditur untuk didahulukan pemenuhannya dari debitur atas
kreditur-kreditur yang lainnya disebut hak previlege. Sedangkan yang disebut
hak previlege adalah suatu hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada
kreditur yang satu diatas kreditur lainnya semata-mata berdasarkan sifat dari
piutangnya (2001:44).

Selain hal-hal tersebut diatas, jaminan yang timbul karena ketentuan Undang-
Undang dapat dijumpai pula dengan apa yang disebut hak retensi, yang
disebut hak retensi menurut Hartono Hadi Soeprapto sebagaimana dikutip oleh
Sri Soedewi Mascjhoen Sofyan adalah hak seorang kreditur untuk menahan
benda milik debitur yang berhubungan dengan piutangnya sampai piutang
tersebut dilunasi oleh debitur (2001:44).

Lembaga jaminan yang lahir karena Perjanjian adalah jaminan yang adanya
harus diperjanjikan terlebih dahulu secara tegas oleh masing-masing pihak.
Yang tergolong lembaga jaminan jenis ini adalah gadai, fidusia, hak
tanggungan.

. Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan.
Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang bersifat hak mutlak
atas sesuatu benda, yang ciri-cirinya mempunyai hubungan langsung atas
benda tertentu dari debitur dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga,
selalu mengikuti bendanya serta dapat dialihkan. Yang termasuk lembaga
jaminan ini adalah gadai dan hak tanggungan (2001:47).

Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan adalah jaminan yang
menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat
dipertahankan terhadap kreditur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur
umumnya. Yang termasuk lembaga jaminan ini adalah borgtocht (2001:76).

. Jaminan yang mempunyai obyek benda bergerak dan jaminan yang
mempunyai obyek atas benda tidak bergerak.

Dalam hukum perdata terutama mengenai lembaga jaminan penting sekali arti
pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jika jaminan itu berupa
benda bergerak maka dapat dipasang lembaga jaminan yang berbentuk gadai
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atau fidusia, sedang jika benda jaminan itu berbentuk benda tetap maka dapat

dipasang seperti hak tanggungan (2001:49).

Pembedaan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak dalam Hukum

Perdata mempunyai arti penting dalam hal-hal tertentu, yaitu mengenai

a. Cara pembebanannya
Dalam hal pembebanan untuk benda-benda begerak dilakukan dengan
lembaga jaminan gadai dan fidusia sedangkan untuk benda-benda tidak
bergerak dilakukan dengan lembaga jaminan hak tanggungan.

b. Cara penyerahannya
Penyerahan benda bergerak menurut jenisnya dapat dilakukan dengan
penyerahan nyata sedangkan untuk benda tidak bergerak dilakukan
dengan balik nama, yaitu harus dilakukan penyerahan yuridis yang
bermaksud memperalihkan hak (2001:50).

4. Jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan tanpa menguasai bendanya.
Jaminan yang diberikan dengan menguasai bendanya misalnya pada gadai,
hak retensi. Sedang jaminan yang diberikan tanpa menguasai bendanya adalah
hak tanggungan, fidusia (2001:57).

5. Jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus
Jaminan umum timbulnya dari Undang-Undang. Tanpa adanya perjanjian
yang diadakan oleh para pihak terlebih dahulu, para kreditur konkuren
semuanya secara bersama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh
Undang-Undang itu (2001:45).

Jaminan khusus timbul karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara
kreditur dan debitur yang dapat berupa jaminan yang bersifat perorangan
ataupun jaminan yang bersifat kebendaan (2001:46).

2.3.4 Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam Bahasa
Indonesia. Undang-Undang yang khusus mengatur tentang hal ini yaitu Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia juga menggunakan istilah
“fidusia”. Dengan demikian istilah fidusia sudah merupakan istilah resmi dalam
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dunia hukum kita. Akan tetapi kadang-kadang dalam Bahasa Indonesia untuk
fidusia ini disebut juga dengan istilah “Penyerahan Hak Milik Secara
Kepercayaan”. Dalam terminologi Belandanya sering disebut dengan istilah
lengkapnya berupa “Fiduciare Eigendom Overdracht”

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang
Jaminan Fidusia, fidusia diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu
benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak
kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang
Jaminan Fidusia, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik
yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya
bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Hak Tanggungan yang
tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan
utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima
fidusia terhadap kreditur lainnya.

Mengenai fidusia dan jaminan fidusia Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani
mengemukakan bahwa :“Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak
kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk
fidusia™ (2000,123).

Fidusia menurut Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani berasal dari kata fides
yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan hukum
antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan
hubangan hukum yang didasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa
penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan,
setelah dilunasi hutangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pember
fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam
kekuasaannya (2000,113).

Secara kepercayaan artinya tidak untuk betul-betul dimiliki. Dalam hal ini
ada selisih pendapat antara para sarjana. Disatu pihak ada yang berpendapat
bahwa kreditur pemegang jaminan fidusia yang dinamakan fiduciairus dengan
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penyerahan tersebut benar-benar telah menjadi pemilik dari benda jaminan dengan
hak-hak sebagaimana yang dipunyai seorang pemilik tetapi dilain pihak ada yang
berpendapat bahwa pemegang jaminan fidusia terhadap pihak ketiga
berkedudukan sebagai seorang pemilik, sedang terhadap pemberi jaminan hanya
berkedudukan sebagai seorang pemegang gadai yang tidak memegang benda
jaminan, karena para pihak memang tidak benar-benar bermaksud untuk
mengalihkan hak milik atas benda jaminan dan dalam prakteknya para pihak
mengadakan kesepakatan yang membatasi hak-hak kreditur sampai sejauh hak
seorang pemegang hak jaminan saja. Jadi hak atas barang bergarak yang berwujud
atau tidak berwujud oleh debitur diserahkan kepada bank selaku kreditur.
Penyerahan dimaksudkan bukan untuk dimiliki, melainkan penyerahan didasarkan
kekuasaan untuk jaminan pelunasan hutang, jika debitur tidak mampu
mengembalikan pinjamannya (J. Satrio, 1996:176).

Pengikatan barang melalui fidusia dimaksudkan sebagai penambah
keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur dalam melunasi hutangnya,
menunjukkan bahwa keberadaan barang yang diikat secara fidusia adalah
digantungkan pada perjanjian pemberian kredit oleh bank. Oleh karena itu
pengikatan barang secara fidusia merupakan perjanjian yang bersifat tambahan
atau assessoir, sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
Tentang Fidusia menentukan bahwa “Jaminan fidusia merupakan perjanjian
ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk
memenuhi suatu prestasi”.

Perjanjian yang bersifat assessoir dijelaskan oleh Sri Soedewi Masjchoen
Sofwan bahwa mengenai sifat perjanjian jaminan lazimnya dikonstruksikan
sebagai jaminan yang bersifat assessoir yaitu senantiasa merupakan perjanjian
yang dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdi pada perjanjian pokok.
Mariam Darus Badrulzaman mengemukakan bahwa sifat fidusia memiliki sifat
assessoir sesuai dengan sifat yang melekat pada hukum jaminan, lahir dan
berakhimya penyerahan hak milik sacara fidusia bergantung pada hutang pokok.

Konsekuensi dari perjanjian assessoir ini adalah bahwa jika perjanjian
pokok tidak sah atau karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak
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berlaku, maka secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian assessoir juga
ikut menjadi batal.

Perjanjian fidusia ini menimbulkan hak preferen bagi kreditur. Hak
preferen adalah hak dari kreditur pemegang jaminan tertentu untuk terlebih dahulu
diberikan haknya (dibandingkan dengan kreditur lainnya) atas pelunasan
hutangnya yang diambil dari hasil penjualan barang jaminan hutang tersebut. Hal
ini dinyatakan dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
Tentang Fidusia yaitu “Hak Preferensi adalah hak penerima fidusia untuk
mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek
jaminan fidusia”. Sama dengan hak jaminan lainnya seperti hak tanggungan, hak
gadai begitu juga dengan fidusia diberikan hak preferen. Ketentuan ini sekaligus
menghapus keragu-raguan selama ini tentang ada tidaknya hak preferen bagi si
penerima fidusia. Hak preferen tersebut baru diperoleh penerima fidusia pada saat
didaftarkannya fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia di Jakarta dibawah lingkup
Departemen Kehakiman sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 Tentang Fidusia.

Kedudukan hak preferen dari penerima fidusia tidak hilang jika debitur
jatuh pailit. Hal ini dinyatakan dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 Tentang Fidusia bahwa “Hak Preferen dari penerima fidusia tidak
hilang dengan pailit atau dilikuidasinya debitur”. Dengan demikian jika debitur
jatuh pailit maka pihak penerima fidusialah yang terlebih dahulu menerima
pelunasan hutangnya yang diambil dari penjualan barang objek fidusia. Setelah
itu, jika ada sisa baru diberikan kepada kreditur lainnya (Munir Fuady, 2000:42).

Fidusia ulang atas benda yang sama tidak dibenarkan. Hal ini dinyatakan
dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia yaitu
pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi
obyek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Jadi berbeda dengan hipotik yang
memang mengenal hipotik ulang dalam bentuk hipotik pertama, hipotik kedua dan
sebagainya (Munir Fuady, 2000:42).

Dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 17 tersebut maka pasal 28
dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menentukan bahwa jika ada lebih
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dari satu fidusia atas satu objek jaminan fidusia, maka hak preferensi diberikan
kepada yang lebih dahulu mendaftarkannya pada kantor pendaftaran fidusia.
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3.1 Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Dalam Praktek
Perbankan.

Bahwa kata “kredit” mempunyai arti kepercayaan. Dengan dasar ini,
pemberian kredit berarti pemberian kepercayaan. Kepercayaan dari pihak pemberi
mengandung arti bahwa pihak penerima akan mempergunakan prestasi yang
diterimanya sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dan mempunyai
kemampuan atau kesanggupan untuk mengembalikan prestasi tersebut pada suatu
waktu tertentu di masa yang akan datang. Sehubungan pengembalian prestasi
tersebut adalah pada suatu waktu tertentu di masa yang akan datang, maka disini
terkaitlah faktor waktu antara pemberian prestasi dan penerimaan kembali prestasi
tersebut. Tenggang waktu antara pemberian dan penerimaan kembali prestasi ini
adalah suatu hal yang abstrak, yang sukar untuk diraba, karena masa antara
pemberian dan penerimaan kembali prestasi tersebut dapat berjalan dalam
beberapa bulan, tetapi dapat pula berjalan beberapa tahun. Atas dasar hal tersebut,
maka di dalam kredit terkandung pula pengertian tentang degree of risk, suatu
tingkat resiko tertentu. Resiko yang terkandung dan senantiasa dimungkinkan
dapat timbul dalam setiap pelepasan kredit atau prestasi (Edy Putra Tje’Aman,
1989:10).

Pada hakekatnya tugas pokok bank adalah menghimpun dana dari
masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Sumber utama
pendapatan bank adalah berasal dari bunga kredit. Dengan demikian
bagaimanapun juga bank harus menaruh perhatian sepenuhnya terhadap segala hal
yang berkaitan dengan operasi perkreditan.

Di satu segi, pelepasan kredit berarti menghadapi kemungkinan-
kemungkinan tertimpa resiko dan di segi lain pendapatan bank yang utama berasal
dari kegiatan kredit. Oleh karena itu dalam rangka pemberian kredit, sebelum
permohonan kredit dikabulkan, bank harus memperhatikan hal-hal yang
menyangkut :

25
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1. Keadaan intern bank.
2. Keadaan calon nasabah.

Keadaan-keadaan intern bank yang harus diperhatikan adalah plafond
kredit. Plafond kredit adalah batas maksimum bagi bank untuk mengoperasikan
dananya. Jadi terhadap permohonan kredit yang masuk, bank harus
memperhatikan apakah sektor yang dimintakan kreditnya itu masih terbuka
plafondnya atau tidak. Kalau plafond kreditnya masih terbuka, maka permohonan
kredit dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut.

Setelah bank memperhatikan keadaan internnya dan mampu untuk
menyediakan dana bagi pemohon kredit, maka sebagai langkah selanjutnya adalah
mempertimbangkan permohonan kreditnya. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan
atau diperhatikan atas permohonan kredit adalah yang menyangkut :

1. Pribadi peminjam.

2. Harta bendanya.

3. Usahanya.

4. Kemampuan dan kesanggupan membayar kembali pinjamannya dan hal-hal
lainnya yang turut mempengaruhi.

Di dalam dunia perbankan terdapat suatu prinsip yang senantiasa dipegang
teguh, yaitu bahwa kredit yang dikeluarkan atau dilepaskan harus dapat diterima
kembali sesuai dengan perjanjian. Lebih-lebih karena uang tersebut adalah uang
yang dipercayakan masyarakat kepadanya. Dengan mengingat hal-hal tersebut
diatas, maka bank di dalam mengabulkan suatu permohonan kredit senantiasa
selectif.

Ukuran-ukuran yang dipakai untuk menentukan apakah suatu permohonan
kredit dapat dikabulkan atau tidak, dikenal adanya beberapa prinsip. Prinsip yang
pertama disebut “The Four P’s of Credit Analysis”, yang terdiri atas
1. Personality

Personality disini menyangkut kepribadian si peminjam (calon nasabah),
seperti riwayat hidup, hobby, keadaan keluarga, social standing dan hal-hal
lain yang berhubungan dengan kepribadian calon nasabah.
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Character (kepribadian, watak)
Kepribadian, moral dan kejujuran dari calon nasabah perlu diperhatikan
sehubungan untuk mengetahui apakah ia dapat memenuhi kewajibannya
dengan baik, yang timbul dari persetujuan kredit yang akan diadakan. Seorang
debitur yang hanya bersedia melunasi hutangnya dengan paksaan, sulit untuk
dapat diberikan kredit. Dengan demikian character merupakan salah satu
faktor yang turut menentukan disetujui atau tidaknya permohonan kredit yang
diajukan.

Hal-hal yang diperhatikan sehubungan dengan character ini adalah sifat

pribadi yang meliputi perilaku sehari-hari atas diri calon nasabah, cara hidup

(style of living), keadaan keluarga (istri dan anak), hobby, pergaulannya dalam

masyarakat (social standing), riwayat hidup dan lain sebagainya. Hal-hal

tersebut diatas merupakan suatu ukuran tentang willingness to pay, kemauan
untuk membayar.

Capacity (kemampuan, kesanggupan)

Kemampuan calon nasabah dalam mengembangkan dan mengendalikan

usahanya serta kesanggupannya dalam menggunakan fasilitas kredit yang

diberikan.

Kemampuan calon nasabah dapat dilihat, antara lain dari :

a. Pengetahuannya tentang usaha, yang dihubungkan dengan pendidikan,
baik umum maupun kejuruan.

b. Pengalaman-pengalaman usahanya dalam menyesuaikan diri dengan
kondisi perekonomian serta mengikuti perkembangan kemajuan
tehnologi.

¢. Kekuatan perusahaan sekarang dalam sektor usaha yang dijalankannya.

Dari beberapa hal yang diteliti sehubungan dengan capacity, pada akhimya

adalah untuk mengetahui ability to pay yaitu kemampuan membayar dari

calon nasabah bila permohonan kreditnya dikabulkan.

Capital (modal, kekayaan)

Capital adalah modal usaha dari calon nasabah yang telah tersedia atau telah

ada sebelum mendapatkan fasilitas kredit. Keadaan, struktur dan sifat
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permodalan tersebut akan menentukan seberapa besar fasilitas kredit bank
yang akan diberikan sebagai tambahan modal.
Dalam meneliti faktor capital, yang perlu diteliti antara lain
a. Apakah perusahaan calon nasabah mempunyai modal yang cukup untuk
dapat menjalankan usahanya.
b. Bagaimana distribusi modal itu ditempatkan oleh calon nasabah.
c. Bagaimana liquiditas, solvabilitas dan rentabilitas perusahaannya.
d. Sampai sejauh mana modal usaha calon nasabah dapat divangkan dengan
mudah dan cepat tanpa kehilangan nilainya.
4. Collateral (jaminan, agunan)
Collateral merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah. Jaminan ini
bersifat sebagai jaminan tambahan, karena jaminan utama kredit adalah
pribadi calon nasabah dan usahanya, baik bonafiditas maupun solvabilitasnya.
Disamping sifatnya sebagai tambahan, jaminan (collateral) juga dapat
dikatakan merupakan benteng terakhir bagi keselamatan kredit. Dengan
adanya jaminan, bank mendapat kepastian bahwa kredit yang diberikan dapat
diterima kembali pada suatu saat yang telah ditentukan.
Mengenai benda jaminannya itu sendiri dapat berupa benda tetap dan dapat
pula benda tidak tetap (bergerak), yang secara yuridis dapat diikat sebagai
jaminan dan secara ekonomis benda jaminannya mempunyai nilai yang cukup
tinggi, melebihi jumlah kreditnya serta dapat dengan mudah dicairkan atau
diuangkan tanpa menderita rugi.
Sehubungan dengan benda jaminan tersebut, hal-hal yang perlu diteliti antara
lain :
a. Surat tanda bukti milik dari benda jaminan.
b. Atas benda jaminan tersebut, apakah sudah pernah diikatkan secara yuridis
sebagai jaminan atas pinjaman lainnya?
c. Apakah benda yang akan diikatkan sebagai jaminan telah diasuransikan?
5. Condition of economy
Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan sehubungan dengan permohonan
kredit, tidak saja kondisi ekonomi pada sektor usaha calon nasabah tetapi juga
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kondisi ekonomi secara umum dimana perusahaan calon nasabah itu berada.

Misalnya keadaan perdagangan serta persaingan di lingkungan usaha calon

nasabah.

Di dalam menilai faktor kondisi ekonomi, hendaknya diperhatikan hal-hal

yang menyangkut :

a. Kedudukan usaha calon nasabah dalam bidang usaha sejenis dalam daerah
setempat.

b. Kemungkinan-kemungkinan pemasaran dari hasil produksinya.

¢. Keadaan ekonomi pada umumnya yang mungkin dapat mempengaruhi

usaha calon nasabah (Edy Putra Tje’ Aman, 1989:12).

Dengan memperhatikan dan mengetahui hal-hal tersebut, dapat diharapkan
bantuan kredit yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi perkembangan
usahanya.

Setelah proses penganalisaan terhadap permohonan kredit selesai dan
memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta, maka bank memberikan surat
pemberitahuan persetujuan kredit yaitu suatu surat yang dikeluarkan oleh bank
kepada debitur atau calon debiturnya, sebagai penyampaian atau pemberitahuan
bahwa bank tersebut setuju secara prinsip untuk memberikan kredit kepada
debitur atau calon debitur yang bersangkutan.

Surat pemberitahuan persetujuan kredit tersebut berisi syarat-syarat umum
mengenai kredit yang akan diberikan bank kepada debitur atau calon debiturnya,
yaitu antara lain :

1. Besarnya kredit yang disetujui.
. Jenis dan jangka waktu penggunaan kredit
Tingkat bunga dan biaya-biaya lainnya
Cara-cara pembayarannya

Barang-barang jaminan yang diminta

o\ oA wN

Syarat-syarat lainnya

Selanjutnya bila pemohon kredit (calon nasabah) menyetujui persyaratan-
persyaratan yang diajukan bank, maka dilakukanlah penandatanganan perjanjian
kredit (persetujuan buka kredit).
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Setiap bank dalam prakteknya telah menyediakan formulir perjanjian
kredit yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu. Isi formulir ini tidak
dibicarakan dengan debitur melainkan hanya dimintakan pendapat untuk
menerima atau tidak syarat-syarat yang tersebut dalam formulir itu. Hal ini
menunjukkan bahwa perjanjian kredit tumbuh sebagai perjanjian standar
(standaard contract) atau baku (Mariam Darus Badrulzaman, 1991:35). Perjanjian
standar (standaard contract) bertentangan dengan asas konsensualisme yaitu
suatu perjanjian lahir pada saat tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara
kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek
perjanjian (pasal 1320 ayat 1) dan asas kebebasan berkontrak yaitu kebebasan
yang diberikan Undang-Undang untuk mengadakan perjanjian asal tidak
bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum (pasal
1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Pitlo mengemukakan perjanjian standar ini adalah suatu dwangkontract,
karena kebebasan pihak-pihak yang dijamin oleh pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata sudah dilanggar, pihak yang lemah (debitur) terpaksa
menerima hal ini sebab mereka tidak mampu berbuat lain. Sluyter berpendapat
terhadap perbuatan, dimana kreditur secara sepihak menentukan isi perjanjian
standar, secara materiil melahirkan legio particuliere weigevers (pembentuk
undang-undang swasta). Stein mengemukakan pula bahwa dasar berlakunya
perjanjian standar ini adalah de fictie van will of vertrouwen, jadi tidak kebebasan
kehendak yang sungguh-sungguh ada pada pihak-pihak, khususnya debitur
(Mariam Darus Badrulzaman, 1991:37).

Terlepas dari kelemahan dan penyimpangan terhadap pasal 1320 jo 1338
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keadaan tersebut harus diterima sebagai
kenyataan. Sebab di satu segi, timbulnya perjanjian (standar) kredit tidak
dilatarbelakangi oleh kaum ekonomi yang kuat, tetapi dilatarbelakangi oleh
kemauan pemerintah untuk membantu pertumbuhan ekonomi lemah lewat
bantuan kredit. Sedangkan di segi lain, pemberian atau pelepasan kredit tanpa
disertai adanya persyaratan yang ketat akan mengakibatkan terbukanya resiko
yang besar bagi kelangsungan usaha bank dan pada akhirnya akan melumpuhkan
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tujuan yang terkandung dalam pemberian kredit itu sendiri. Di samping itu ada
suatu doktrin yang menyatakan bahwa dengan ditandatanganinya perjanjian itu
dianggap mengetahui, memahami dan menyetujui isi dari perjanjian maka
perjanjian standar dianggap sah dan mengikat para pihak.

Setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kredit dan pengikatan
jaminan fidusia oleh kedua belah pihak kemudian dilakukanlah pencairan atau
realisasi kredit yang saatnya ditentukan oleh pihak bank.

Dengan diketahuinya prosedur pemberian kredit, berarti secara langsung
dapat pula diketahui hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan oleh calon nasabah
sebelum atau dalam mengajukan permohonan kreditnya ke bank pelaksana
terdekat.

3.2 Pelaksanaan Perjanjian Pembebanan Jaminan Fidusia

Dari segi hukum dan dokumentasi hukum, proses jaminan fidusia diawali
oleh adanya suatu perjanjian obligatoir (obligatoir overeenskomst). Perjanjian
overeenskomst tersebut berupa perjanjian pinjam uang dengan jaminan fidusia
diantara pihak pemberi fidusia (debitur) dengan pihak penerima fidusia (kreditur).

Selanjutnya diikuti oleh suatu perjanjian kebendaan. Perjanjian kebendaan
tersebut berupa penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur, dalam hal ini
dilakukan secara constitutum posessorium yakni penyerahan hak milik tanpa
menyerahkan fisik benda.

Kemudian dilakukan perjanjian pinjam pakai, dalam hal ini benda obyek
fidusia yang hak miliknya sudah berpindah kepada pihak kreditur
dipinjampakaikan kepada pihak debitur, sehingga praktis benda tersebut setelah
diikat dengan jaminan fidusia tetap saja dikuasai secara fisik oleh pihak debitur.

Pembebanan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrumen yang
disebut dengan “Akta Jaminan Fidusia”. Akta jaminan fidusia ini haruslah
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Haruslah berupa akta notaris.
2. Haruslah dibuat dalam Bahasa Indonesia.
3. Haruslah berisikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :
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Identitas pihak pemberi fidusia.

o P

Identitas pihak penerima fidusia.

o

Haruslah dicantumkan hari, tanggal dan jam pembuatan akta fidusia.

=

Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia.

e. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, yakni

tentang identifikasi benda tersebut dan surat bukti kepemilikannya.

f. Berapa nilai penjaminannya.

g Berapa nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia (Munir Fuady

2000:20).

Setelah Akta jaminan fidusia dibuat kemudian dilakukan pendaftaran agar
terpenuhinya unsur publisitas. Maksudnya semakin terpublikasi jaminan hutang
akan semakin baik, sehingga kreditur atau khalayak ramai dapat mengetahuinya
atau punya akses untuk mengetahui informasi-informasi penting disekitar jaminan
hutang tersebut. Asas publisitas ini menjadi semakin penting terhadap jaminan-
jaminan hutang yang fisik obyek jaminannya tidak diserahkan kepada kreditur
seperti jaminan fidusia ini. Karena itu kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia ke
instansi yang berwenang merupakan salah satu perwujudan dari asas publisitas
yang sangat penting itu.

Kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia ke instansi yang
berwenang bersumber dari Pasal 11 ayat 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999
Tentang Fidusia yakni “benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib
didaftarkan”.

Tempat Pendaftaran fidusia adalah Kantor Pendaftaran Fidusia yang
berada di bawah naungan Departemen Kehakiman RI. Kantor inilah yang akan
mengurus administrasi pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut. Nantinya, Kantor
Pendaftaran Fidusia ini akan dibentuk di setiap daerah tingkat dua. Akan tetapi
untuk sementara Kantor Pendaftaran Fidusia tersebut hanya didirikan di Jakarta
dan di setiap ibukota propinsi. Selama Kantor Pendaftaran Fidusia belum merata
di setiap kabupaten, maka wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia di ibukota

propinsi meliputi juga kabupaten-kabupaten dalam wilayah propinsi tersebut.
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Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000, Permohonan
Pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan
melampirkan suatu naskah yang disebut dengan “Pernyataan Pendaftaran
Fidusia”. Dalam Pernyataan Pendaftaran Fidusia dimuat hal-hal sebagai berikut :

1. Identitas pihak pemberi fidusia
Identitas pihak penerima fidusia
Tanggal dan nomor akta jaminan fidusia
Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
Data perjanjian pokok (perjanjian hutang) yang dijamin dengan fidusia
Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

Nilai penjaminan

T I N e S o

Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia dikenakan biaya yang besarnya
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri mengenai Penerimaan Negara
Bukan Pajak. Dalam Pasal 2 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000,
Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia dilengkapi dengan :

1. Salinan akta notaris tentang pembebanan Jaminan Fidusia.

2. Surat kuasa atau pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran

Jaminan Fidusia.

3. Bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.

Pejabat yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia
memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia.
Dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia
tidak lengkap, Pejabat harus langsung mengembalikan berkas permohonan
tersebut kepada pemohon untuk dilengkapi.

Setelah kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan
Fidusia telah dipenuhi maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencatat Jaminan
Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Pencatatan dalam buku fidusia tersebut diberi
tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Ketika
mencatat dalam Buku Daftar Fidusia, maka Kantor pendaftaran Fidusia tidak
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berwenang melakukan penilaian terhadap kebenaran data yang dicantumkan
dalam Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia (Munir Fuady, 2000:31).

Bukti bahwa penerima fidusia memiliki hak fidusia tersebut, maka
kepadanya diserahkan dokumen yang disebut dengan “Sertifikat Jaminan
Fidusia”. Isi dari Sertifikat Jaminan Fidusia antara lain adalah hal-hal yang
disebut dalam Pemyataan Pendaftaran Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia
dikeluarkan oleh instansi yang sah dan berwenang, dalam hal ini Kantor
Pendaftaran Fidusia maka sertifikat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian
yang kuat sebagai suatu akta otentik, dan hanya Kantor Pendaftaran Fidusia
sebagai satu-satunya yang berwenang mengeluarkan sertifikat penjaminan fidusia.
Karena itu pula, jika ada alat bukti Sertifikat Jaminan Fidusia dan sertifikat
tersebut adalah sah maka alat bukti lain dalam bentuk apapun harus ditolak. Para
pihak tidak cukup hanya membuktikan adanya fidusia dengan hanya
mempertunjukkan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh notaris. Sebab, menurut
Pasal 14 ayat 3 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, maka
dengan Akta Jaminan Fidusia, lembaga fidusia dianggap belum lahir. Lahimya
fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa dengan di
daftarkannya Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia maka penerima
fidusia mempunyai akta otentik berupa Sertifikat Jaminan Fidusia. Dengan
Sertifikat Jaminan Fidusia ini penerima fidusia dapat mengeksekusi barang
jaminan fidusia apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi.

3.3 Eksekusi Terhadap Barang Jaminan Fidusia Jika Terjadi Kredit Macet
Nasabah-nasabah yang memperoleh kredit dari bank tidak seluruhnya
dapat mengembalikannya dengan baik tepat pada waktu yang diperjanjikan. Pada
kenyataannya selalu ada sebagian nasabah yang karena suatu sebab tidak dapat
mengembalikan kredit kepada bank yang telah meminjaminya. Akibat nasabah
tidak dapat membayar lunas hutangnya, maka menjadikan perjalanan kredit

terhenti atau macet.
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Keadaan yang demikian dalam hukum perdata disebut wanprestasi atau
ingkar janji. Sebagaimana telah diketahui bahwa kredit merupakan perjanjian
pinjam uang, maka debitur yang tidak dapat membayar lunas hutangnya setelah
jangka waktunya habis adalah wanprestasi. Dalam kredit macet ada tiga macam
perbuatan yang tergolong wanprestasi, yaitu :

1. nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit (beserta
bunganya).

2. nasabah membayar sebagian angsuran kredit (beserta bunganya).

3. nasabah membayar lunas kredit (beserta bunganya) setelah jangka waktu

yang diperjanjikan berakhir (Gatot Supramono, 1997:131).

Akibat terjadinya kredit macet, nasabah harus menanggung beban
kewajiban yang cukup berat terhadap bank, karena bunga tetap dihitung terus
selama kredit belum dilunasi, sehingga jumlah kewajiban nasabah semakin lama
semakin bertambah besar. Melihat kewajiban nasabah penunggak kredit menjadi
cukup berat, sehingga kemungkinan besar jaminan yang telah diikat tidak cukup
untuk melunasinya, maka harta kekayaan nasabah yang lain masih dapat disita
untuk kepentingan bank.

Salah satu ciri dari jaminan hutang kebendaan yang baik adalah manakala
jaminan tersebut dapat dieksekusi secara cepat dengan proses yang sederhana,
efisien dan mengandung kepastian hukum. Fidusia sebagai salah satu jenis
jaminan hutang juga harus memiliki unsur-unsur cepat, murah dan mengandung
kepastian hukum. Selama ini (sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 42
Tahun 1999) tidak ada kejelasan mengenai bagaimana caranya mengeksekusi
fidusia. Sehingga karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya, banyak yang
menafsirkan bahwa eksekusi fidusia adalah dengan memakai prosedur gugatan
biasa (lewat pengadilan dengan prosedur biasa) yang panjang, mahal dan
melelahkan itu.

Hal ini disadari benar oleh pembentuk Undang-Undang Tentang Fidusia
Nomor 42 Tahun 1999. Karena itu, salah satu terobosan yang dilakukan oleh
Undang-Undang Tentang Fidusia ini adalah dengan mengatur eksekusi fidusia


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

37

secara bervariasi, sehingga para pihak dapat memilih jenis eksekusi mana yang

mereka inginkan.

Pelaksanaan eksekusi terhadap Jaminan Fidusia menurut Pasal 29 ayat |

Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dapat dilakukan melalui cara-cara
sebagai berikut :

1.

Eksekusi Fidusia Dengan Titel Eksekutorial

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR), setiap akta yang
mempunyai titel eksekutorial dapat dilakukan fiat eksekusi. Pasal 224 HIR
tersebut menyatakan bahwa Grosse dari akta hipotik dan surat hutang yang
dibuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya berbunyi “Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” berkekuatan sama dengan
kekuatan suatu keputusan hakim. Jika tidak dengan jalan damai, maka surat
yang demikian dieksekusi dengan perintah dan dibawah pimpinan Ketua
Pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya tempat tinggal atau tempat
diam debitur itu.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 HIR, kreditur harus mengajukan
permohonan kepada Ketua Pengadilan agar dilaksanakan eksekusi atas benda
jaminan berdasarkan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Ketua
Pengadilan akan memanggil debitur atau pemberi fidusia dan memerintahkan
agar debitur atau pembei fidusia memenuhi kewajibannya sebagaimana
mestinya. Setelah waktu tersebut lampau dan debitur atau pemberi fidusia
tetap tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela, maka Ketua Pengadilan
akan memerintahkan kepada juru sita untuk menyita benda jaminan (Pasal 197
ayat 1 HIR). Pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan menjual barang jaminan
di muka umum (secara lelang) atau dengan cara yang oleh Ketua Pengadilan
dianggap baik (Pasal 200 ayat 1 HIR).

Eksekusi Fidusia Secara Parate Eksekusi Lewat Pelelangan Umum

Eksekusi fidusia dapat juga dilakukan dengan jalan mengeksekusinya oleh
penerima fidusia lewat lembaga pelelangan umum (Kantor Lelang), di mana
hasil pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran piutang-
piutangnya. Parate eksekusi lewat pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa
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melibatkan pengadilan sama sekali. Hal ini terdapat dalam Pasal 29 ayat 1b

Undang-Undang Fidusia bahwa ” penjualan benda yang menjadi obyek fidusia

atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum”.

Ketentuan ini menghapuskan keragu-raguan sebelumnya seolah-olah setiap

eksekusi kantor pelelangan umum haruslah dengan suatu penetapan

pengadilan.

3. Eksekusi Fidusia Secara Penjualan Di Bawah Tangan

Jaminan fidusia dapat juga dieksekusi dengan cara menjual benda obyek

Fidusia tersebut secara di bawah tangan, asalkan terpenuhi syarat-syarat untuk

itu. Menurut Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 29 ayat Ic,

maka syarat-syarat agar suatu fidusia dapat dieksekusi secara di bawah tangan

adalah sebagai berikut :

a. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dengan penerima
fidusia.

b. Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut dicapai harga
tertinggi yang menguntungkan para pihak.

c. Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia
kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

d. Diumumkan dalam sedikit-dikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di
daerah yang bersangkutan.

e. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak
diberitahukan secara tertulis.

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia
tidak disebutkan cara eksekusi fidusia lewat gugatan biasa, tetapi tentunya pihak
kreditur dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke
pengadilan. Sebab keberadaan Undang-Undang Fidusia dengan jenis-jenis
eksekusi khusus tidak untuk meniadakan hukum acara yang umum, tetapi untuk
menambah ketentuan yang ada dalam hukum acara yang umum. Tidak ada
indikasi sedikitpun dalam Undang-Undang Fidusia, khususnya tentang cara
eksekusinya yang bertujuan meniadakan ketentuan hukum acara umum tentang

eksekusi umum lewat gugatan biasa ke Pengadilan Negeri yang berwenang.
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Keberadaan jenis-jenis eksekusi khusus dalam Undang-Undang Fidusia Nomor 42
Tahun 1999 tersebut untuk mempermudah dan membantu pihak kreditur untuk
menagih hutangnya yang mempunyai Jaminan Fidusia. Satu dan lain hal
disebabkan eksekusi fidusia lewat gugatan biasa memakan waktu yang lama dan
dengan prosedur yang berbelit-belit. Dan hal tersebut sangat tidak praktis dan
tidak efisien bagi hutang dengan Jaminan Fidusia tersebut.
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4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka

penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

k:

Perjanjian kredit bank dalam praktek berbentuk perjanjian standar
(standaard contract). Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan
fidusia terhadap barang dagangan dimulai dari permohonan kredit yaitu
calon nasabah mengajukan permohonan kredit secara tertulis ke bank
pelaksana terdekat kemudian calon nasabah mengisi formulir yang telah
disediakan oleh bank selanjutnya bank melakukan penelitian atau analisa
terhadap dana yang tersedia (plafond kredit) dan pribadi calon nasabah
serta segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha calon nasabah.
Setelah bank selesai menganalisa dan semua persyaratan terpenuhi
dilakukanlah penandatangan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan
fidusia terhadap barang dagangan kemudian dilakukan pencairan kredit.
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan
Fidusia, mewajibkan setiap Jaminan Fidusia untuk didaftarkan pada
pejabat yang berwenang. Permohonan pendaftaran fidusia disampaikan
pada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan “Pernyataan
Pendaftaran Fidusia”, kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia akan
mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Sebagai bukti
bahwa penerima fidusia memiliki hak fidusia tersebut, maka kepadanya
diserahkan “Sertifikat Jaminan Fidusia”. Sertifikat Jaminan Fidusia
tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai suatu akta
otentik.

Eksekusi Jaminan Fidusia apabila terjadi kredit macet menurut Undang-
Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dapat dilakukan

melalui cara-cara sebagai berikut :

40
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a. Secara fiat eksekusi (dengan memakai titel eksekutorial), yakni lewat
suatu penetapan pengadilan.

b. Secara parate eksekusi, yakni dengan menjual (tanpa perlu penetapan
pengadilan) di depan pelelangan umum.

c. Dijual di bawah tangan oleh pihak kreditur sendiri.

d. Sungguhpun tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, tetapi pihak kreditur dapat
menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke
pengadilan.

4.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan permasalahan diatas

adalah sebagai berikut :

b

Hendaknya para nasabah debitur bank, di dalam mengajukan permohonan
kredit memberikan keterangan-keterangan yang benar agar supaya bank
dapat memberi kredit sesuai dengan jumlah yang diperlukan dan
menggunakan kredit dari bank tersebut sesuai dengan persetujuan
permohonan kredit, sehingga kredit dapat digunakan secara optimal untuk
perkembangan usaha nasabah.

Hendaknya Kantor Pendaftaran Fidusia ini segera dibentuk di setiap
daerah tingkat dua, sehingga penerima fidusia yang berdomisili di wilayah
tertentu tidak perlu mendaftarkan jaminan fidusia di Ibukota Propinsi.
Dengan demikian akan mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk biaya
pendaftaran.

. Agar tidak terjadi kredit macet, maka kiranya perlu bank-bank untuk terus

memberikan pengarahan maupun pengawasan terhadap nasabah debitur.
Selain itu juga bank harus berhati-hati dalam memberikan kredit serta
meningkatkan pengelolaan manajemen bank kearah yang lebih
profesional.
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PERJANJIAN KREDIT
Nomor : JBR/008B/PK/KUK/2001 .

Ferjaniian kredit ini dibuat dan ditandatanganidi -

Jembar . pada tangaal 26 Hopamber 2001, olen dan

iil'ltdr.ﬂ - A S et S 0 Sy e e e T v v e 19 e 4 e el S T B e I —

L _, Kepala Cabang Perseroan ——-
ferbatas PT. "BANK MANDIRL" (Pesero) Cabang —-—--
Jember alun-Alun, bertempat tingaai 4di Jember. -
Jalan Sentot Prawirodirio AF G i v
Torenurut keterangannva calam menjatankan ——-—-—--—

labatannva tersaebut baerdasarkan Surat dari

Kantor Wilavah VI .lawa Barat, pepribhal = -=——-—= S

Mutasi/Penewpatan., Homor - VILBDG/L31Y /2001,

' tertanggal 13 (tiga belas) Aquatys 200]) —=—==—=
(duaribu satu). vana dibuat dibawain tangan.
bertalian dengan aikta SURAT KUASAH DIREKSI -=--
PT. BANK MANDIRI (PRersero) Certangaal 28 -———w—-
Cduapuluh delapan) Juli 1999 (seribu sembilan-
Faus sembilanpuluh sem>ilan) . Nomor @ 103, ---
vandg dibuat dihadapan SUTJIPTO. Sarjana Hukum.
Motaris di Jakarta. demikian =ah moawakilli ---—-
Direksi dari dan oleh karena 1w untuk dan ---

s itas nama Perseroan Terbatas PT. "BANK MANDIRI"

(Persero) berk=dudukan Pusat «i Jakarta., -----=

vang didirikan denagan akta Cartanagal = em e

(dua) Uktober 1798 (seribu sembilanratus ---
sembilanpuluh delapan). Nomor 10, bertalian --
dengan akta PERMYATAOHN KEPUTUSAN RAPAT —~---—-

PERUBAHAN ANAGARGN DASAR PERUSAMHAMRIN PERSEROAN -

(PERZERO) FT. BAMK MANODIRI disd nakat P BANK-

MAND LRI (PERSERO) tangaal 24 (duapuluh empat) -

Juli 1999 (seribu sembilanratus sembilanpuluh-

sambilan), Nomor @ 98 keduanva dibuat -=-—w--

< hadapan SUTJIIPTO, Sariana Hukom, Notaris oi-

Jakarta, dan telah mendapat pengeasahan dari--—-

Aerteri Kehakiman Republik Indonesia —-—-wmweeee

Leartanggal o~ (duw) Oktober 1998 (seribu -—=-—-

sembilanratus sembilanpuluh delapan). -————=—==-

—eoarlanjutnya disebut r e e e e

bl SRS i k. .__.+"_____..-.___:.,.__-_. BANK TV T e e s W e A e S . 4. e B e T e
Lo Lo Tuan e .ot -
Lartempat tinggal Jember . Jalan - -
n_ - I e e o R e
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor = «—ee—.
LSlO@?ﬁUnﬁlbfYJ_1nmdf2001: T T o e
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= dalam melakukan Cindakan hukum <di bawan —-

bertindak bersama-sama dengan istrinya —- -

Lernamanyvonya e - - .

Y | o Negerl Sipil, bertempa

t

tingagal sama dengan suaminva tersebut —---

di atas. vang turut seria menandatanaan i

perjaniian ini. seeeeeoonon L

selanjutnya disebut : ———weemen oo ___
= PERT TR M e i i i e e e e e

Para penghadap belah sava. MNotaris kenal. —-——-—--

Hara plhak datam kedodukan IME LN MAB LG == ==

Cearsebut di abas terlebik dainiin maneranakan == -

i:)'l'::l i’l'-"'fé'l " SIS el i e Ty e e g | fr S e e L o

o G

C

bahwa Lebitur dengan suratnya tertvanggal ————-.

24 mgustus 2001 bLelah menaalukan permohonan --
kepada Bank, untuk memparolen pinlaman modal -
Kﬁ!rjﬂ- B e s A e o = o e ey e O i ) o S

bahwa berdasarkan keputusan Lank sosuad surat
Lertanagal 12 Nopember 2000 )s BOMOr : we——seo
B8.Hb_JINA/120/2001, kepada Lebitur telah -—=----—.

disetujui permohanan fasilitas kredit sebesar --

R ] B ace I

bahwa terhadap fasilitas kredit tersebut pada --

butir b di atas dikenakan Diava provisi sebesar-

1.0 % (satu prosen) per tabun dari limit kredit
bahwa hasil Keputusan Bank tersebut telalh ————-
diberitahukan kepada Lebitur dan disetujui ----

maksud dan isinva oleh Debitur. terbukti dengarn -

telah dipenuhinya svarat-svarat penandanganan -
pejaniian kredit ini, VEBIEU & =L -

L. Telah mengembal ikan tembusan surat —-—=—————-

Famberitaluar Fersetujuan Kredit (SPPK) ==—-.

serta sebuah bhuky Syarat-syvarat umum =-——==—-

Perianjian Kredit Bank Mandiri (Persero) —-—--

vang telah ditandatangani oleh Semua pesero
di atas meterai CUKUP] ~=sm e e e
2. Telah membayar provisi dan biava lainnya ---
$ehubungan dengan fasilitas kredit vang ----

diberikan sesuai Ketentuan dari Bank. -—-——ee--

lain S1UP dan NPWP) dan iiin-1jin lainnya --
sesuail bldang usaha vanyg bersanakutan vang -
masih berlaku dengan sebelumnva menuniukkan

ASLANYR, e

4. Menverahkan surat persetuluvan dari pemilik -

3. Telah menverahkar, COpy perijinan (ancara =-—- -
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Jaminan Jdenaan diketaluyi oleih isvri/suami ---
MENQENAL PeNIAMINAN LersebUE. =« « v —————
Telah menverahkan Surat Fernvataan yang ——---
ditandatangani di atas meterai yang ------ =
MENYVALAKAN 1 e
~ Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan -
pengikatan jaminan kredit mengalami -—=—-—e—eaeo

, hambatan maka Lebitur bersedia menqaanti -
agunian lainnva dengan svarat minimai =——ww
nilainva sama berikyt kel enakaparn == —=em e

U b B T e S

w
B

= Bersedia maiaksanalkan penilnian selurgh -——-
Jaminarn il saklap Lz (duabelas ) e
bulan sekali vang dilaksanakan oieh Bank --
atau periusanaan penslal rekanan Bank —e—-—---
Mandiri dan direview oleh Bank. Apabila --
terdapat penurunan nilai laminan, ODebitur
bereedia mnenambah jaminan sesyai limit —»~-
kredil: T e el i S g s N W 5

{

i

Herhubungan dengan keteranganmketerangan diatas
para pihak dengan ini menvatakan telah saling —-—---
w2tudu dan sepakat untuk menandatangani perjanjian-
Kredit Modal Keria, dengan syardat-syarat dan -——-——-
Ketentuan-ketentuan sebagal berikut : ~=——ceaccaao.
'm“mw_n,-__vu_“‘_m”h pasal l‘ e o e e e e il v e e

Tommees= KETENTUAN UMUM DAN DEFINISI. ~=—wmeweo.
Ll allka tidak dengan tegas dinvatakan lain daiam-
MFerjaniian ini, maka ketentuan—-ketentuan dan
svarat-avarat umam meruzakan bagian Vang -

tidak terpizahkan dari Perjaniian ini. ——-bie
. Jika tidak denaan tegas dinvatakan dalam —-—--
perianjian ini, kata-kata vang dimulai dengan-
huruf besar daiam perjaniian ini harus ———e——-.
diartikan sebagaimana tercantum di belakang -
Kata-kata vanda bersangkutan Pada Svarat-Svarat
Umum vang dilekatkan Pada perjanjian ini.-—-—-—--
S e e S e . e . . it i (2 el pasal 2- Tt e et e eve s v e e e o S sk e s
7 JUMLAH, TUJUAN DAN JANGKA WAKTU PINJAMAN - —- -
el L G B Pindtaman . T e s o ot o 5 i 5085 4
terdasarkan svarat dan ketentuan dalam —-—w---
Perjaniian int. Bank Seluiu nntulk memberikan
pindaman k.opada Lebitur untuk Sumlah vang ---
Fidak melebini Piniaman Pokok sebesar -----—--.

B e I s faa oSN

Bank barhsk untuk menaubah besarnwva piniaman
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sewaktu-wakty ata= pertimbangan tsank sendiri -
termasul alan telkapi tidak terbatas Karena - -
Keadaan Debitur sendiri dan atau karena =—-—-—-—-—-
perubahan nilai Jaminan, dengan memberitahukan
secara tertulis perubahan besarnya pinjaman --
tersebut kepada Debifiur. ———-—moomm oo

2.2. Tujuan Pinjaman. = —— e S
Debitur berjanii menggunakan piniaman yvang -«
dimaksud dalam perianjian ini semata-mata =----
untuk tujuan : Tambahan Modal Keria Perdaga---
naan beras. aabah dan Kakil, eeeeo v oomn. ..

2.3. Jangka WaKfi. = =—eemm e

Persetujuan Bank untuk memberi pinjaman kepada
Debitur hanva berlaku untuk langka waktu 12 --
{duabelas) bulan terhitung sejak tanggal =----
26 Nopember 2001, sehinaaa akan berakiir pada-
tanggal 26 rMopember 200%7. - e mocec e
<-4, Perpanjiangan Jdanaka Walitwu.

Setelah berakhirnva janaka waktu tersebut —----
dalam avat 2 cdan 3 di atas. jangka waktu -—=———-
pemberian pinjaman dimungicinkan diperpaniang -
setaelah adanva permohonan tertulis dari —=-----
Debitur dan disetuiui Bank serta terpenuhinya-
avarat-svarag parpaniangan Yang telan —————-w.

H ditetapkan oleh Bank, Kecuali sebelum -——=—=-w-
berakhirnva r1angka waktu pembaerian pinjaman - -
tersebut., Debitur memberitahukan niatnva -----
kepada Bank agar janaka waktu pinjaman -——-—=-.

" tidak diperpaniang oleh Bank atau Bapk ==<=—<-as
memberitahukan kepada Oebitur bahwa jangka -—--
waktu pemberian pinjaman tidak dapat -=——-~- -

diperpanjang. —-—smsme e
0 e o e e e v e n b o - e — e pasal 3- SN v s s e e S e e e o e i e e

mmmism=seee SYARAT PENARIKAN — = mm e
5.1, Telah menandatangani Parjanjian Kredit ———-——-

beserta assvesoirnva. =——==—coommmme
5.2. Penarikan pertama sebesar iumlan vang —~———===—w
diperlukan dilakukan pada hari vang sama ---—--

dengan penverahan asli bukti kepamilikan «--
jaminen berupa :
= Sertipikat Hak Milik Nomor A G angpring
atas nama G SR -
S.5.0 Telah menverahkan bukti penail katan Fidusia ---
secara Netardil sesuai Undang-undang nomor -—--
42 Tahun 1999, atas jaminan utama berupa stock

|
i
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gdan pintana dagana minima. 1490 % fseratus -
empatouluin parsen) dari Limil KrediT. —e—eeo-o.
L4l Jaminan kredit telah oi ikat senilai limit —=---
SEbesar NS (am— . —
. 5. Telah menyerahkan polis asuransi (minimal —----
cover note) atas jaminan utama dan tambahan
vanag insurable denan nilai portangagungan —----
minimal sebesar nilai wajiar jaminan denaan ---
Banker's Clause PT. BANK MANDIRI (Fersero). --

e it i b e o o e L0 S e St S pasal M | e S e e s e i i s S e e e
“rmemm=== BUNGA DAN BIAYA-BIAYA LAINNYA -« - - cen e
Gl Hunqa" T R i e e e Rl RO oo i i B £ e e e e e s

a. Debitur waiib membavar bunaa atas Pinjamar-
Pokok kepada Bank saebesar 19,0 &2 (sembilan-
belas persen) per tahon vanqg dihitung == --
setiap bulan dari saldo dabet harian ---—--
FeKening Debiturs s=m s v vt o e s

b. Bunga harus dilunasi oleh debitur setiap -~
bulannva, untuk pertama kalinva pada —-----
tanggal terakhir dari bulan dimana —-=—-=ww.
pPersetujuan oinjaman diberikan dan ——=———o-
dilaniutkan pada tiap tanggal terakhir —----
dari bulan-bulan berikutnya; -«—==—eeeeao

C. Bunga vana belum dilunasi oleh debitur ----

: pada waktu vang telah ditetapkan oleh -----
Bank akan menambah Jumlah Tearhutangs ——-—---
4.2, Blaya-Biaya Lainnya . ssecsn et e s e e

Sehubungan dengan pearsetuiuan pemberian —-—-—--

pPinjaman oleh Bank Kepada Debitur berdasarkan-

perjaniian ini, debitur waiib membavar : ——---

@. provisi pinjaman sebesar 1 % (satu persen)-
dari Pinjaman Pokok, dan: —s==—«-eeecmmm—e e ..

. . biava-biayva lainnva vana berkaitan dengan -
' pemberian pinjaman sebagaimana ditetapkan -
aleh Bank antara lain biava Hak Tangaungarn .
biava asuransi dan biava Notaris lainnya. -
_________________________ pasal 5- St e e v s - e e
~~~ PENARIKAN MELEBIHI PINJAMAN POKOK (CERUKAN) - -
S.1l. Tanpa persetuiuan tertulis dari Bank, Debitur-

tidak dibenarkan menarik dana melebihi —sevewa

Pinjaman Pokuk: T et ) i e RS e S e om e ST W A

He.2. Jika berdasarkan persetujuan tertulis Bank, --
teriadi ceruhan pada rekening Oebitur, maka -
atas saldo cerukan tersebut akan dibebankan --

: bunga menurut ketentuar vang ditetapkan olah


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

L.'iiﬂllk.. e i O AN L o e S
AR S o s e 2 Civen eeim KRR Y R e 0 e S e ey e e 5 5 e e

T e = PEMBAYARAN KEMBALL - ~==w—— e e
&.Ll. Debitur wajiib melakukan pembavaran kembali -—-—-
Jumlah Terhutang selambat-lambatnva pada =---~—
tanggal sabagaimana disebutikan dalam avat 2.5
pasal 2 Ferjanjian ini atcau perpaniangan —-—-—-—--
sebagaaimana disebutkan dalam avat 2.4. pasai-
2 pEFjaniian Inil. s mmmme o e o e e
Jika sampal berskhinyva janoka waktu pemberian-
PANJaman avan per pandanasnnya Ler sebol, Ji .- -
atas, Debitur tidak melunasi Jumlah Terhutang.
maka Debitur harus membayvar Uenca sebagaimana-
disebutkan dalam pasal & PFerjaniian ini. -—----
.20 Semua pembavarar Jumlah Lerhutang harus - =--- .
dilakukan dengan cara vang ditetapkan cleh ---
E‘.;ank_ WP W | v e e oy e v v v o A 52

o s 4o s e e e e R A S S ke e A e e pasal 7 . e s e e v e o e e o
1 m et d s et eyt at b e e b Fee e o pENGmASAN KREDI T o e i o e e e e e e e e
/.l Bank berhak untuk mengadakan PANGanwasan ———--
kualitatif dan Kuantitatif atas penggunaan -—--
pinjamian vang diberikan oleh Bank kepada -—---

. Dzbitur berdasarkan Ferianiian ini. ——-——- Sl e
Sehubungan dengan hal tersebut, Bank berhak -
untuk melakukan tindakan-tindakan pengawasan -
termasuk ulan tetapi tidak Lerbatas untuk =-- -
mendgadakan pemer iksaan atas segala pembukuan . -
buku-buku korespondensi dan surat-surat Lain, ~
balk oleh Bank sondiri maupun oteh pihak wvarng -
dituﬁjuk oleh Bank. == esecm e

/.2, Berkaiten dengan tindakan pengawasan oleh =—---
Bank atas penggunaan pindaman cersebut, —==---
LDaebitur waitib memberikarn acdala bantuan dan -
keterangan vang dianggap perlu atau vang ——-— -
dikehendaki oleh Bank agar tuiuan pengasasan -
dapat terlaksana dengan bBaik. —=~-=wcmmomaoenow

'

b i i g i pasal 8_ AN e e e S oy - e b o s
T, _.u_....,_... SO v e e b e o S e DENDA i E L e e e e e e b e ——— -

B = Jika Lebitur menangguhkan atau 101dak m2lakukan
pembavaran sesuatu Jumlah Tertunggak, termasuk —---
tetapl tidak terbatas pada, salah satu atau SEMUE
Piniaman Fokok, Bunga. Blaya atau pembavaran suatu-
dumlah lain vang waiib dibavar Debitur berdasarkan -
Perjanjain ini, maka Debitur harus membavar Denda -
sebesar 2 % (dua prosen) per tahun di atas sukuy ==
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Cbunga vang berlaku dari Jumlah iertunggak., ——————--
T e i A S | e it e npasal 9_ Sioh okt o e w e . S e e S o - —_ore
~~~~~~~~~~~~~~~ ~=~PERNYATAAN DAN JAMINAN. == =-——ee—eo -

== Disamping pernvataan dan Jaminan vang diberikan-—
oleh debitur dalam pasal 19 svarat-svarat umum, ---
Lebitur dengan ini menvatakan dan menjamin Bank - -
atas hal-hal sebagai berikut : —— - -—cccmwom e
a. bahwa debitur adalah suatu badan hukum vang ----
dibentuk dan didirikan derigan sah menuruyut ——----
perundang-undanaan Republ ik Indonesia dan ——--- .
mempunyYal 1zin- 1zin dan persetiiual -persecuiuarn -
vang sah dan masih berlaku untuk menialankan - - -

Wsaha-usahanya vang sekarang cedang dijalankar -
.o orang-orang van menandatanagani Perjaniian ing
ade Llah orang-orana vand berwenana bertindak =—----

untuk dan atcas mama Debitur: == e e
-”..-......V.- ....__..-......-.._..._....._._..paSal 10.....- e al e W e e - i e
TTmmmm e KESANGGUPAN DEBITUR - o= e oo e

Cisamping kesangaupan Lebitur var g disebutkan
dalam pasal 18 Svarat-Svarat Umum, Oebitur dengan -
Aini berjanji dan menalkat diril kepada Bank untuk -
melakukan tindakan-tindakan perikut ini : ——=cewe—w—.
a. mengadakan pembukiuan vand 1elas moengenai usaha
usahanya, vang dapat meErun i kkan barang-barang -
vang dibeli dan yang diperqaunakan dalam usana
: wsahanva tersebut. Keadaan Keuangannyea dari - --
waktu ko wakbu dan catatan Feontana perkembarnagarn -
vanda Ler tadl ok Laum neaha-usahanyva tersebuyt, -- -
termasulk biava-biavanva dan Kewaiiban -—~——-e—ea.
i KeUaNGANNYa; - oo o e e
. manvampaikan kKepada Bank; ———=- oo
L. Menyampaikan laporan plutana dagang dan —---
paersediaan aerta laporan pembelian dan —-- —-
penijualan satiap bulan dan palinag lambat -«
diterima Bank 20 Ltigapuluh) hari setelah --
Lt a2 8T R LT T i —— .
2) . Menvampalkan laporan keuangan (inhouse) --—-
triwulan vang dilengkapi dengan penielasar -
rinci atas item-itemnva rahunan dan paling -

Lambat telal diterima sank o (enampuluh) -
hari setelah akhir periode raporan serta ---
laporan keuangan audied Lahunan paling —-==—=
Lambat telah diterima Bank 180 (seratus —---
delopanpuiuh) hari setelah akhir periode ---
laporan. e
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.-

id )

<3
" -

1

.
Uﬂbt
Jami
Mmarg
Jami
Feni
1
Untu
Terh
mexest
mili
=@M

tuntutan vang dipunvai oleh Uebitur

pina

sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 —————--

[fear
dan

wang oi Kemudian

Menwva Lurkar
melalui BraNk .
Mengdunakan fasilitas
tujuan penggunaan
Mengiiinkan BaNK
untuk melakukar

aktivitas

kreadi

atau pinak
pemariksaan
Reuangan Oebitur .

Bersedia memperpaniang masa
asuransi atas Jaminan pokok

seluruh akivicas

kroedic., ~-

Keangan ===

t sesual dengan -

vang ditunjuk --
1saha dan

berlaky
maupun

polis ~--
tambaharn -

vang telah jatub tempo dengan Banker's —-—-- .-

Clause &1 . FEaNK
i lad minimel
Memelihara ratio keuangan =
Current Ratio minimal L2
duapuluh persen)s =——--—--

MANDIRL (Fe
sabesar nilai

Lelbt aguity Ratio minimal
tigapuluh tiga persen):

Apabila fasilitas Xredit Mo
diperluken {(jangka Wak tunva
maka permohonan Berpanianga
disampaikan Debitur 2 (dua )
tanggal jatuh tempo diserta
vang lendgkap.

rsero)
wa jar
ebagai
e

dengan -~
jaminan .

berikut :-
SR TS e

» 7

259 % (duaratus-

dal Keria masih
diper parnang

n kredit harus --
bulan sebelum
1 data pendukung-

Eur sanggup meniaga dan memelihara nilai --
nan Utama agar setiap saat nilainya setelah-
e melebihi nilai saldo debat. —--——weeeemeaw ..
e e s e e e pasal ll- e e i e S e - — . e ———— =
e SR JQMINM WS e i e g e W e e — —— L
7o i R IR s o L R S NS ———
amin dan/atau Peminiam pada Bank berdasarkan
sia. s, S A -
K menjiamin pembavaran Kembali Jumlah —=-----
Htang dengan tertilb dan sebhagaimana ——-—=- - .-
inya. Lebitur selulu untuk mnverahkan hak

k secara fidusia atas baran
a hak-hak, tagihan-tagihan
k ketiga pada saat perianii
anjlian ini. demikian sezuai
isi vang dapat disebuiur ol
hari akan dipun

g-barang serta - -
dan tuntutan-
terhadap -~ -
an ini dibuat ---

dengan bentuk
ah Bank dan atau-
val oleh Debitur-

dan harus dibavar oleh pihak ketiga kepada =---—- -

Dab i
Vana

tur berdasarkan perianiian-

telah ada maupun Yand akarn

perjaniian apapun
dibuat antara -
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Debitur dan p:hkopihak Ketliaa manapun

juga, -~

sesual dengan bentuk dan isi vana dapat —-e—eea
disetujui oleh Bank. SSRGS v o a0

.

Uebltur sel.aky Paemnberi Fidusia nnearanakan —-—- o«
dengan ini memberikan daminan Tidusia kepada ---
BANK selaku Penerima Fidusia, atas obvek Jjaminan

fidusia berupa : - «wmnee. . = s e

R

= salurun stock/persediaan Lai-arg dagangan —---—-
Kot ==
pivtana dagang, Vang sekarang telah ada —--- . .

berupa beras . aabah, dan katul . ber i

clansatau akan ads oj Kemudian lar

<. Jdaminan  fambaian - L M A O e T ——
Hak Tangaungan atas Tanah dan Hanguﬁan. e e e
Untuk menjiamin lebih laniut pembavaran kembali -
Jumlah Terhutang dengan tertib dan sabagaimana -
.- mestinva, maka vemilik Jaminan dengan ini setiuju
' untuk memberikan hak tanggungan sebagaimana —--- -
akan diatur dalam akta Pemberian Hak Tanggungan -
‘ vand akan oibuat ditadapan Pejabat Pembuat Akta-

Tanah (PpaT) vang ditunjuk oleh Bank.
= Jaminan vana dimaksud diatas adalah

-

== Sertipikat Hak Milik. Nomor . |
217 m? (duaribuy zeratus enampuluh tuiuh -
matar Parsedl). diuraikan dalam Surat Ukuyr-
nomor 86, tangaal duapuiub saty Desembar -

Bat- 1o sembil lanrutus sembi Llanpuly

(2L-1250998) 3 =~ e

h dalapan -

- Bemikian dangan segala seasuaty vang telah

adla dansatan aca. diadakan, dibanam, == e--. .
didirikan. adi tempatkan dan dibanaun di atas --

Canah tersebut, Yand menurut sitat.

tuivan,

dan peruntukannva serta manurut ketetapan ---.-

undang-undarig dianggap sebaqgai harta benda ---

d tetap ST S oo e e s e i e 1 s e e e . s e s e

diasuransikan dengan svarat Banker's Clause Bank -

darn sesuai danagan kKetentuan Basal 249 Syaratmsyarat“
Urmum dan Bank berhak untuk menutup dan memperpan

jang asuransi tersabut Jdi atasz. smatu dan
biava Debitur denqgan mendebatnya dalam re

Debitur pada Bank . T e S S e e e i
TS e i i o o e 7 e 1 pasal ls_ W e v b e e By i i

T KEJADIAN KELALAIAN DAN AKIBAT

(]

lain ata
kening -

o pasal lzh T AN e - s e
0 ASURQNSI SR SR S e e ) 8 e - s 0
Barang jaminan vang dapat diasuransikan harue

v
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Lo Bebitur akan ailangaap lalai oleh Hank 11 Ka
larjadi salah satu hal atau lebih kejadian -----
kelalaian tersebut pada pasal 13 Svarat-svarat

UF’IUNI- PR e A S e N e e o o 13 o v vt e vt e S o S e . b R e e

Z. Sebagail akibat terjadinyva kelalalian, Bank beriak
untuk melaksanakan hak-haknva sebagaimana --—-—--—-
disebutkan dualam pasal 14 Svarat-svarat Umum. --

T e v e e Sy i e e e SO pasal 14 e st

o= PERHITUNGAN DAN BUKTI JUMLAH TERHUTANG -« —- - —

L. Sesuar dengan cara dan ke tentuan vana barlaku
pada Bank, Bank akan memboat catatan bDaitk cal s
Fesker g ek Cost el Bror mengatine el aum Gatlatan
catatan Lainiya merieen o i Jum ok o ach Vi
sewaktu-waktn dipindamkan kepada Debitur dan - - -
vand terbutandg oleh Dot Pvvr chvsir e
Perdan)ian o . e SR e SRS,

2. Dalam setiap tuntutan hukum sLau perkara vang --
timbul dari atau diakibatkan oloh Ferdaniian ini
clan " DoRumen o . Sembo Ca b lan vang dibuat, -
menurat ayvat | diatas. barge marupakan bukti —---
Nnyata dan semnpuina dar Tumiah-jumliah vang telal
ditarik oleh debitur dan setiap pembavaran vang-
Eelah diterima oleh bank. “e1 b sua bty Ketarangan
tartulia dar. bank w2hmbungan dengan Jumlabh —-—---
Carbiu Leune hare: meripakan DuKEy nvata dap se-- - -
SEMpLrnG perabal Jdumlah o teclutang ber dasarkan - -
Perijaniian in dan dokumer L T R

pasal 15_ = T m e e i el e o
7 ANEKA KETENTUAN DAN DOMISILI HUKUM o oo

L. Tanpa mengurangi katentbuan Deratuian perundandaan
yana berlakn tank denaan ini diber i hiatk, dan - -
kuasa oleh Labitur uncuk mernaaadal ulanakar -~ -
Kredit ini kepada Bank Indonesia ataun pihakK——----
Rerd g andnoea . masig ol P b rmbanaan vargre e = e

dipandamg ballly odehgBE e s i s s el — s

2. Sesual dengan ketentuan peraturan perundang-—--- -
uindangan wvana berlaku.1ika ter jadi kelalaian ---
alehlh Dabikbur atas e g 1 lan Levrhadap Bank ——-—ee -

sehlnaaa teradi suatu pereel i=ihan kepada =-- - -
Badan Urusar Plutang dan Lelang Nedara atagy=-—-- -
Lnatansi lain VENGg Derwenanc . - e mm e
w- Mengenal Ferjaniian ini dan segala akKibatnyva-—-—-
para pihak memilih tempat kKediaman hukum vang-—-
taetap dan secara umum rada Kantor Panitera —-—-—--

. Pengadi Lan Neaeri wvanag wawenananya mejlputi -
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Wilavah tempat Kantor Bank wara memharly ————————
F.—}injalnt‘"l‘l s T TR e e v e e it e e e s e 1 i it e e . s e
Lengan Lidak menguranal Ketonbuan pararuran -
vang beslaku. @ank berhak untuk mengaijukan —--—
tuntutan terhadap Uebitur melalui rengadilan ——-
Megari lainnva yang berwenang i dalam wilavah--
Republik Indonesia.—=———weome oo
Demikian perijaniian ini diandatangani di atas
kertas barmetaraicukup dan diandatangani oleh kedua
belah pihak pada tempat dan tangaal sebagaimana
digebutikan di awal Perdan G 1 T T RN

Untuk dan atas nama Debitur,
HT. Bank Mandiri (Parserao)
Cabang Jember o lun-nlun

9 - A


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

NOTARTIS
SITL LESTARININGSIN, s ¢
H, Kallmantan No, 24 AKTA JAMINAN FIDUSIA
Tf‘.!';\ (DF3F1y 2
i Nomor : 52.
= Pada hari ini, Senin, tanggal duapuluh enam ----
Nopember duaribu saty (RE~LI=DO0] J = noin et

Pukul 09.43 wiek ‘sembilan lewat empatpuluh tiga ---

Warnitu Indenesia Bagian Barat). ——--—-eooo

1

- Berhadapan dengan sava., SITI LESTARININGSIH,

Sarjana Hukum, Notaris di Jember . denaqan dihadiri

Pard saksi yvono maMa . NMotaris kenal dan akan —---

disebut pada aklir AKER . il o s e

L. Tuan s T MRS . BWABTA, =~
baertempat i nadgal Jember . Jalan s I TR
S W, cocgang Kartu Tanda Pandidiik ~—w—sw

Nomar = 1) NESODSLE LT . LOOAL200) , =

- dalam malakukan tindakan hukum o bawah ini --
bertindak barsamna-sama dengan istrinva ——~—-w-
bBarnama Nyonya “, =
Pedgawai Negari SipI e beartaempat tinggal sama
ctangan Tlaminva tersebut dj Atas wvang turut =-
beeli v dan menandatanagany mim ta akta ini.
pPemedana Kartu tanda Fandudink Nomor = ——eee. .

L3017 1 /04954 A7 -1004 Fa el BEEE S fars

selanjutnva disebit = cemoeme o __ ——

S e e e e S G it i i i L, 9_1-}_1 E—EE—RT‘BMA- sl o

LT. Tuan h.,_}ﬂzrpala Cabang Persercan --
Terbatas P . R T (RPesero) Jember
Alun-alun. bartempat tinggal di Jalan Ultra —--—--

v+ Violet Ba/7, RT _.002, RW_010, Kelurahan Kelapa
Gading Timur. Kecainatan Kelapa Gading, ——==—- .-

Kotamadva Jakarta UBara; =
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Untuk sementara ini berada di Jember: —--——--
Tomanurut keterangannva dalam manjalankan ——-——-
jabatanﬁya tersebut berdasarkan surat dari --
Kantor Wilavah vI Jawa Barat, perihal —=—-=-——w
Mutasi/Penempatan, mNomor - ¥1I.BDG/1319/2001, -
tértanggal 13 (tigabelas) Agustus 2001 -—=———-
(duaribuy satu), vang dibuat dibawah tangan, -
bertalian dengan akta SURAT KUASA DIREKSI -=-w
BT, BANK MANDIRI (Fersaro) tertanggal --—--—---

duapuluh delapan Juli seribu sembilanratus --
sembilanpuluh sembilan (28-7-1999). Nomor = -
103, vang dibuat dihadapan SUTJIPTO, Sarjana-
Fiukum, Notaris di Jakarta, demikian sah —----
mewakili Direksi dari dan oleh karena ity ---
untuk dan atas nama Perseroan Terbatags ------
PT."BANK MANDIRI" (Persero) berkedudukan ----
di Jakarta, vang didirikan dengan akta ——-————
tertanggal dua Oktober seribu sembilanratug -
sembilanpuluh delapan (2-10-1998), Nomor = —-—
10, bertalign dengan akta PERNYATAAN —-———ee-
KEPUTUSAN RAPAT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR ——---
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BANK ——-—-
MANDIRI disingkat FT. BANK MANDIRI (FERSERO)-
tanggal duapuluh empat Juli seribu sembilan -
ratus sembilanpuluh sembilan (24~7-1999), ——-
Nomor : 98, Keduanva dibuat dihadapan ——————.
SUTJIRTO, Sarjana Hukum, Motaris j Jakarta, -
dan telah mendapat pengesaihan darj Menteri -

Kéhakiman Republik Indonesia tertanggal ----

dua Oktober seribu sembilanratus sembilan——-
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pPuluh delapan, MOMOPr @ ———w—o o __
CZ.léS&L"HT.uLHOL_Th-98, Lembaran Negara -—-
Mamor @ SE58 Tahun 1998 (seribu sembilan -—--
ratus sembilanpuluh delapan), dan Nomor : -
£52 Tahun 1999 i(seribu sembilanratus ——————-
semb>ilanpuluh sembilan) j; ——e——memeeoo

?

selarjutnva disebut : =ee-cmmmo

el | T T R o e E__:.[_HLA_'_K__IS_E_D_UQ ——————————————————————

“ Para pengnadap sava, MNotaris Kenal. =—-eeeeeeo o
Fara penghadap bertindak untuk diri sendiri --—-
dan dalam Kedudukannyva tersebut menerangkan —————-.
terlebih dahuly - e e e S e s e i e

A. bahwa, diantara Pemberi Fidusia selaku pihak ——-
menerima fasilitas kredit (untuk selanjutnya ---
cukup disebyt "Debitor") dan FPenerima Fidusia --
selaku pihak vang memberi fasilitas Kredit =—===-—

(untuk selanjutnya cukup disebut "Kreditor") —--

telah agibuat dan ditandatangani akta --—-—————w——.
PERJANJIAN KREDIT tertanggal duapuluh enam -———-

Nopember”duaribu satu (26~11—2001). Nomor : —--—--
‘JBR/OOB/PK—KUK/ZOOI; —————————————————————————————
vang dibuat dibawah tangan bermeterai Cukup =-——-
dan aslinva diperlihatkan kepada saya, Notaris, -
(untuk selanjutnva perjanjian kredit tersebut, -
berikut dengan sedenap pengubahal dan ——-————wee

penambahannya disebut "PERJANIIAN KREDIT")

.
{
i
{

B. bahwa, untuk lebih meniemin dan menanggung ———-—-
terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang —-——=
terhutang dan harus dibayvar oleh Debitor -—————e.

sebagaimana diatur dalam Perjanjiian Kredit —-———-
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.
f@rﬁmbut, Pemberi Fidusia diwaiibkan untuk ---—-—--
memoerikan Jaminan Fidusia atas stock barang ---
dajgangan milik Pemberi Fidusia untuk kepentingan
Penerima Fidusia. sebagaimana vang akan -—==-----
ciiur".aikar'l dibawah irl"t,.. ST T T S RS e ke e S ik e i e e S e bk w07

C. bahwa. untuk memenuhi ketentuan tentang -—--—--—=-
pemborian jaminan yang ditentukan dalam ———«e—=w
FPerijanjian Kredit tersebyl . maka Hemberi dap --—--

Penerima Fidusia telalh semndfakat dan setuju, ——-

dengarn ini mengadakan perianiian tentang =---—--
Jaminan Fidusia sebagaimana vang hendak ——- e .
dinvatakean sekarang dalam akta ini. ————ce—womomo.
Selanjutnya para penghadap dengan senantiasa - —-
ertindak dalam Kedudukannva tersebut menerangkan -
untuk manjiamin terbavarnva dengan baik segala ------
Sesuatu vang terhutang dan harus dibavarkan oleh --
Lebitor kepada treditor, baik karena hutang pokok, -
bunga dan oclava-biava lainnva vana timbul =——————w-
berdasarkan Perjaniian Kredit tersebut, dengan ----

lumlalr HUTANG POKOK sebesar e -
(- SN ) 0

atau seitumnlah uang vang ditentukan dikemudian —-—--
hari berdasarkan Perianjian Kredit., maka para -—--—-—-

penghadap Pihak Pertama dengan bertindak selaky —-—-—
Pemberi Fidusia menerangkan dengan ini memberikan -
jaminan fidusia kKepada Penerima Fidusia untuk dan -
atas nama siapa duan penghadap Pihak Kedua dengan --
bertindak selaku Penerima Fidusia menerangkan —--—-—-
dengan ini menerima jaminan fidusia dari Pemberi --

Fidusia, sampai dengan NILAI PENJAMINAN sebesar ---
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A e I ——

dtas OBYEK JAMINAN FIDUSIA DErupa : ——=——=——— o ceme
e oBeluruh dtock/perLediaan barang dagangan berupa-
beras, gabah dan katul termasuk juga piuvtang ---
dagang, baik vang sekarang telah ada atau vang -
akan ada dikemudian hari karena diperolehnva --—-
Kiedil doad Porseroan Terbatbas T . HANK MAMO IR -
(Fersero)l CABANG JEMBER ALUN=-ALLUN . == e e e
(untuk selaniutnva dalam akta ini cukup disebut, ---

gengan “OBYEK JAMINANGFIDUSTA®) . —ws—wombmabe vocos o

~= Selaniutnva para penghadan senantiasa dengan -—---

pertincak dalam kedudukannyva tersebut menerarnaqgkan
rembebanan jaminan fidusia ini diterima dan ~=--=w--
dilangsunckoan dengan persyaratan dan ketentuan —----

BEDAGEL Lerikub o cesrm e - e

== Pembebanan jaminan fidusia atas obvek Jaminan --
Fidusia telah dilakukan ditempat dimana Obyek ——--—-
Jaminan Fidusia tersebut berada dan telalh =—=----w-.
menjadi miliknva Penerima Fidusia sedang Obvek --—-
Jaminan Fidusia Cersebut tetap berada pada dan —---
dalam kekuasaan Pemberi Fidusia selaku peminijam ---

Di’ikﬁi P, TR T SR P e

e e e, g, R e e b e A e i paSal 2_ —————————————————————
-~ Obyek Jdaminan Fidusia hanva dapat dipergunakan -~

oleh Pemboeri Fidusia menurut sifat dan —-=——=————a___

pPeruntukannva, dengan tidak ada kewajiban bagi ----

Femberi Fidusia untuk membavar biava/ganti rugi —--—-
berupa apapun untuk pinjam pakai tersebut kepada --

Fenerima Fidusia Namun Pemberi Fidusia berkewaijiban
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untuk memelibara Obvek Jaminan Fidusia tersebut ---
dengan sebaik-baiknva dan m2lakukan semua tindakarn-—
vang diperlukan untuk pemelibaraan dan perbaikan —-
atas Obvek Jaminan Fidusia atas bilava dan ———--- - -=
tanggunaan Pemberi Fidusia sendiri, serta membavar-

paiaic dan beban lainnwva vand bersangkutan dengan --

i..t’..' i A i Ak i e R TR S . b e VM Sl S o e o G 5 - i
== Apabila untuk penggurnaan atas Obyek Jaminan ---—--

Fidusia tersabut diperlukan suaty kKuasa Khusus , ---

maka Fenerima Fidosia dengan ini memberi kuasa -- --
kepada Pemberi Fidusia untuk melakukan tindakan- --
tindakan vang diperlukan datam rangka pinijiam pakai-

s

Obvek Jaminan Fidusia tersebut. —---—ccmmme L.
e pasal 3_ T e e ey e e v e e s s s
Renarima s ia atauy wakilonva vang sah setiap -
waktu berlhak dan dengarn ini telah dibeari kKuasa ~—--
dengan hak cubstitusi oleh Femberid Fidusia untuk
memeriksa tentang adanva dan tentang keadaan Obvek-
Jaminan Fidusia tersebut. FPenerima Fidusia atag ---

biava Pembari Fidusia perhalk pamun tidak ——-kme—oo-

diwajibkan; unvuk melakukan atau suruh melakukan -—-

segala sesuatu vang seharusnva dilakukan oleh —-——-

Pemberi Fidusia atas Qbyek Jaminan Fidusia dalam --

hal Pemberi Fidusia malalaikan Kewaiibannva untuk

1

1tu, termasuk tetapi tidak terbatas untuk memasuli -

dedung, qudang. bangunan . fuang dimana Obyek =—---—
Jaminan Fiduszia disimpan atau berada. RPemberi -----
- Fidusia dan Fenerima Fidusia menvatakan bahwa —----
tindakan tersebut tidak merupakan tindakan —~—=w=—=

memasuki tempat dan atay bangunan tanpa izin ------
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(T AUASMr@ABDIBIIR™ § | o s o oo s e o v e
L Vi el G bake s e 3y Tae v Ay v aem e - et —— pasal 4 . e M ek e e iy e e e 0 4o
-= fApabila bagian dari Obyak Jaminan Fidusia —-—-eee-

diantara Dbvek Jaminan Fidusia terzebut ada yang --
tidak dapat dipergunakan lagi, maka Pemberi -------
Fidusia dengan ini berjanii dan karenanya --———-——
mengikat diri untuk mengaanti bagian dari atay -——--
Ubyek Jaminan Fidusia vang tidak dapat —--——=————ce——--
dipergunakan ity dengan Obvek Jaminan Fidusia —-—-—-
lainnya vang sejenis vang nilainyva setara dengan --
vang digantikan sarta vangd dapat disetujui ———e—we-
Fenerima Fiduzia, sedang pengganti Obyek Jaminan --

. b { 5
Fidusia tersabul bermasuk dalam jaminan fidusia -

vand dinyatakan dalam akta ini. —--—- e e
S i 9 S v et S S e e o e S S5 e i i pasal 5' e e e s e o s e e s e e e

== Pemberi Fidusia tidak berhak untuk malakigkarn -
Fidusia ulang atas Dbyek Jaminan Fidusia. -—-==—=—ww-
Pemberi Fiijusia juga tidak diperkenankan untuk -----
meabebankan dengan cara dapapun, menggadaikan =-=———

atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun --—

Obyvek Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa -—-——-
Ppersetujuan tertulis terlebih dahuluy dari -=-——-w--
Penerima Fidusia. —---commme o

Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan -
seksama kewaijibannya menurut vang telah ditentukan-
dalam akta ini atau Debitor tidak memenuhi ---———---
Kewajiban berdasarkan Perjaniian Kredit, maka lewat
waktu vang ditentukan untuk memenuhi kewajiban -—--
tersebut =saja sudah cukup maembuktikan tentang -----

adanva pelanggeran atau kelalaian Pemberi Fidusig -
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atau Debitor dalam memenuhi kewajiban tersebut, ---
dalam hal mana hak Pember; Fidusia untuk meminiam -
Ppakal Obvek Jaminan Fidusia tarsebut menjadi -—--wee-
berakhir dan Obvek Jaminan Fidusia harus diserahkan

— dengan segera oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima-

Rl '\“'A"E;zﬁ.

= i .", N,
¢

Fidusia, setelah diberitahukan se@cara tertulis oleh

Penerima Fidusia, --—-- T T e e e ———————
TR iy i, L | vts aan @Al v e s S e o v o S paSal 6_ T T e S s | - i ) R o e e e
= Pemberi Fidusia berianii dan karananya mengikat-
diri untuk mengasuransikan Obvek Jaminan Fidusia --
tersebut pada nerusahaan asuransi vang ditunjuk ---
atau disetulyi oleh Penerima Fidusia terhadap —-—---
bahaya‘kebakarﬂn serta bahava lainnya dan &ntuk i
suatu jumlah pertanggundgan serta dengan persvaratan.
vang dipandana tepat oleh Penerima Fidusia. Diatas-
polis asuransi tersebut harus dicantumkan klausula-
bahwa dalam hal Lerjadi kerugian, maka UENG =t
pengganti kerugiannva harus dibavarkan Kepada -——---
i Kréditor, vang selanjutnva akan memperhitungkannya-
dengan‘jumlah vang masih harus dibayarkan oleh —-—-—-
Lebitor kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian ----
Kredit, sedangkan sisanva jika masiHh ada harus ---—-
dikembalikan oleh Kreditor kepada Débitor‘dengan o
tidak eda kewaijiban bagi Kreditor untuk membayar --
bunga atau ganti kerugian berupa apapun kKepada ----
2 cemberi Fidusia. aApabila ternyata uang pengganti --
. kerugian dari perusahaan asuransi tersebut“tidak =
mencukupi maka Debitor berkewajiban untuk ‘mambavar—
lunas sisa vang masih harus dibavar oleh Debitor —-

KERAdA PENErima PIGUBIA. =i o s o ot s -
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“= o Semua uang premi asuransi harus ditanggung dan -
dibavar oleh Pemberi Fidusia atau Debitor. ——-—-———w
T Apabilla Pemberi Fidusia atay Cebitor lalaj —--——w
dan/atau tidak mengasuransikan Obvek Jaminan —-——--—-
Fidusia tersebut, maka Penerima Fidusia berhak ---—-
{namun tidak berkewajiban) dan seberapa perly ~----

dengan ini kepadanva olelh Pembeori Fidusia diberi -

Kuasa untuk mengasuransikan sendiri Obyek Jaminan -

e T Fidusia tersebut, dengan ketentuan bahwa premi -—--—-
“L'__' bl e A -

asuransinva tetap harus dibayar oleh Pemberji =—--—-- -

Fidusia atau Debitor. —-——-—e—woeo_ e ————— —_——————

== Asli polis asuransi dan perpaniancgannyva.: m=———-— R =

dikemudian hari serta kuitansi pembavaran premi ——-
asuransi tersebut harus diserahkan untuk =—=——ceseeo
disimpan oleh Penerima Fidusia segera setelah —-—-——-

diperoleh Pemberi Fiduaia dari perusahaan —-——-———a—

asuransi teirsebut. ~—-—-eeweo T e e ™
2 [0S R ki WL B e S v -y e . s b s Dasal 7_ _______________________ -
e Ualqm hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitor ———e—-.
tidak menjalankan atau memenuhi salah saty ~=----- ot
ketentuan dalam akta ini dan/atau salah saty --—-—- ~;
Ketentuan dalam Farjaniian Kredit, terutama:' —-—————=-

dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitor lalai

sedangkan kelalaian tersebut semata-mata terbiukti -
dengan lewatnva waktu vang ditentuban, tanpa —-—--—-— o3
untuk ity diperlukan lagi se=uatu surat teguran ---
Jury sita atau surat jain viang serupa dengan itu, -
méaka atas kekuaraannya sendiri FPenerima Fidusia —---

e b=

L ToMntuk o meniual Obvek Jaminan Fidusia —======
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(ii).

tersebut atas dasar titel eksekutorial: atau-
melalul pelelangan dimuka umum: atau melalui-
penjualan dibawah tangan yang dilakukan ————-
berdasarkan kesepakatan Pemberi Fidusia dan-
Penerima Fidusia jika dengan cara demikian --
diperoleh harga tertinagi yvang menguntungkan-
para pihak § ==
- untuk keperluan penjualan tersebut, -——----
Fenerima Fidusia barhak menghadap dimana ---—-—
perlu, membuat atau suruh membuat serta —~—--—-—
menandatangani semua surat, akta serta —-—-——--
dokumen lain vang diperlukan, menerima uvang -
harga penjualan dan memberikan tanda ——-—————-
penerimaan untuk itu, menyverahkan apa vang -—-
dijual itu kepada pembelinva, mamperhitungkan
atau mengkompensir uang harga penjualan vang-
diterimanva itu dengan semua apa vang waiib -
dibavar oleh Debitor kepada Kreditor, akan --
tetapi dengan kewajiban bagi Penerima Fidusia
untuk menyverahkan sisa uang penjualannya jika
masih ada kepada Pemberi Fidusia dengan tidak
ada kewajiiban bagi Penerima Fidusia untuk —--—-
membavar bunga atau ganti kerugian berupa ---
apapun juga kepada Pemberi Fidusia dangan —--—-—
tidak ada kewajiban bagi Penerima Fidusia —--—
untuk membavar bunga atau ganti kerugian —=—--
berupa apapun juga kepada Pemberi Fidusia ---
atau Debitor mengenai sisa uang harga =-—-———-
penjualan itu dan selaniutnya Penerima —-——-—-—-

Fidusia juga berhak untuk melakukan segala --
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AEsUALL vandg dipandang perlu dan perguna --—-- =
dalam rangka penjuvaian Obyvek Jaminan Fidusia-—
Eersebut dengan tidak ada BACUDLN VANG = e
il :(E'.(J:LJ:"_I {5 I Ki.lf'] mo T IT S S Ss v e e v e o e
-~ Apabila hasil penjualan dari Obvek Jaminan ——--—-
Fidusia tersebut tidak mencukupi unfuk melunasi ---
semua apa vang wajib dibavar oleh Lebitor kepada --
Kreditor, maka Debitor tetap terikat membavar lunas

sisa uang vang masih harus dibayar oleh Debitor —--

Kepada Kreditor . T ey e o o e i o o e i . e
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Pasal 8. -----mmemmm
== Dalam hal Penerima Fidusia mempargunakan —-—-—-—=e-—

hak-hak vang diberikan kKepadanva seperti aiuraikan—
diatas, Pemberi Fidusia wajib dan mengikat diri ---
sekKarang ini untuk dipergunakan dikemudian hari =—-—-
pada waktunya. menverahkan dalam keadaan ——————e———.o
terpelihare baik kepada Penerima Fidusia Obvek --—-
Jaminan Fidusia tersebut atas pemberitahuan atau --
tequran pertama dari Penerima Fidusia dan dalam ---
hal Pemberi Fidusia tidak memenuhi ketentuan itu --
dalam waktu vang ditentukan dalam surat --—--~---. wrii—
pamberitahuan atauy Eeguran yang bersangkutan, S
maka Pemberi Fidusia adalah lalai semata-mata --——-
k&rena lLawatinva waktuy vang ditentukan tanpa untuk -
i1tu diperlukan lagi sesuatu surat tequran jury ----

sita atau surat lain yang serupa dengan itu, ----—-

maka fFenerimna Fidusia atau kKuasanya yang sah ------
berhak., denaan memparhatikan peraturan ————e-eoeee.

Perundang-undancgan vang berlaku, untuk mengambil --

atau suruh mengambi ) Obyek Jaminan Fidusia dari -—-—-
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rempat dimanapun Obvek Jaminan Fidueia tersebut —--
berada, baik dari cangan Pembari Fidusia MaupuUn ==
cdari tanqan pihalk ketiga wvanaq menquasainya, =-—--——-—
dengan katentuan. bahwa semua biava vang bertalian -
dengan itu meniadi tangcungan dan harus dibavar ---
il ey i"’E‘ITll'.)(-E‘;' L 22 i\"_.‘“.).‘i’%ia & TR TEIEEEIE o e et e e e e i i i iy o o

T w44 s o e et e e e AN e A L Pasal 9- AT v o e e e e e e o e A e e e

= Pembebanan daminan Fidusia ini dilakukan oleh -

Fenbari Fidusia kepada Penerima Fidusia dengan ----
syarat-syarat vang memutuskan (onder de ont —--«-w.w
bindende voorwaarden) . wvakni sampai dengan Debitor-
telah memenuhi /membayvar lunas semua apa vang waiib-
dibayar oleh Debitor kepada Kreditor sebaﬁaimana el
dinvatakan dalam Perjaniian Kredit. —————w-- e T
B T T T s Paan IO, T e e R e
== Paemberi Fidusia denagan ini memberikan kuasa -——-
Kepada Pensrima Fidusia. wang menvatakan menerima -
kuasa dari Pemberi Fidusia untuk melaksanakan —-—-——-
Fendaftaran Jaminan Fidusia tersebut, untuk =--—-- -~
Reperluan tersebyt menghadap dihadapan pajabat atanu
inatansi wang berwenang (termasuk Kantor —=—-————w——o
Fendaf taran Fidusia), memberikan kKeterangan, ---——-
menandatandgani surat/formulie, mendattarkan ——————-
Jaminan Fidusia atas Dbyvek Jaminan Fidusia tersabut
dengan melampirkan Faernvataan Fendaf taran Jaminan -
Fldusia, serta untuk MENgajukan permohonan - =———--—--
pendaftaran atas perubahan dalam hal terjadi -—ee==
Perubahan artus data vana tercantum cdalam sertipikat
Jaminan Fidusia. selanjutnva menerima Sertipikat --

Jaminan Fidusia dan/atau pernyataan perubahan, ----
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serta dolkumen-dokumen Lain Wiana bortalian untuk eee-

Keperluan 1 tu membavar semua biava dan menarimag --

i

Kwitasl sedia LAY pembavar i ser fa HSeltanjutnya -
melakukan segala tindakan Vit per iy dan oerguna -

Uuntuk melaksanakan ketentuan dari akta ini. -=-==—w-
“w ARta ind o merupakan banagran vang terpenting dan -

tidak dapat dipisahkan dari verianiian Kredit, --—--

demikian pula Nuasa vana diberikan dalam akta ini
merupakan oaaian vang ter ReEnting serta. ticak rre———
terpisahkan dari akta ini tanpa adanva akta ini dan

kKuasa tersebut, niscava Perianjian Kredit akta ini-

: tidak akan diterima dan dilangsungkan diantara para
pihak wvang bersangkutan., oleh kKarenanya akta ini --
tidak davat cditarik kembali atau dibatalkan selama--
berlakunva Ferianiian Kredit tersebut dan kuasa ---
Lersebut tidak akan batal atau berakhir karena ——--
sebab vang dapat mendgakhiri pemberian sesuaty ——-—--
kuasa, termazsuk sebal vang disebutkan dalam pasal -
L8135, 1814 dan 1816 Kitab Undana-Undanda Hukum =-«-—=—
Ferdata Indonesia. T S R T S e e o S o S B s

‘

R e . S e S| e e o T e R B pasal 11_ _________________________
“= Penerima fidusia berhak dan dengan ini diberi --
Kuasa dengan hak Substitusi oleh Pemberi Fidusia --
untuk'melakukan parubahan atau penvesuaian atas —-—-
Ketentuan dalam akta ini, didalam hal perubahan ---
atau penvosuaian dalam randaka memenuhi ketentuan —-
dalam peraturan pem@ﬁintah tentang pendaftaran ----
Fidusia maupun ketentuan dalam Undang-Undang =--~==w
Tentana Jaminan Ficdusia Nomor 42 Tahun 1999 (seribu

sembilanratus sembilanpu Lub zembilan) tersebut. ---
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B e ot e e S SL e Ry v Ve e e em e ooy . e pasal 12_ B s e i e e e S reer o e S
-oSegala perselisiban vang munakin timbul diantara
Kedua belah pihak mengenai akta ini vang tidak -—---
dapat diselesaikan diantara kedua belah pihak ——---

sendiri, maka kedua belah pihak akan memilik ==

domisili hukum varng tetan dan seumumnva di Kantor
Panitera Penaadilan Megeri di Jember . T e e e e ke
== Pemilihan domisili hukum torsebut di Lakukar —-- -
dengan  cidalb menauranai hak dan i FPornerima Fidusia
UnEuk manasiukan Cantutan o kom terhadap Pamboeri - -
Fldusica berdasarkan Jdamiman Fidusia atas Obyek -
Jaminan Fidusia tersebut dibadapan pengadilan —==- -
Lainnya datam Wilavalh Repols]ik 1ndonesia_'yaitu ==
Bada Fernamd i ban Me gor i vana mempunval vurisdiksi
atas diri dar i Pemberi Fidusia atau atas Obyek -w--
JAMINAN FidusSia tersebul. e sme moicss o ot e
BEE T s s e o e e i % e e e o e e e e e pasal 13_ ________________________
-~ Blava akta ini dan biava lainnva vang berkenaan-
dengan pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan
ketentuan dalam akta ini meniadi tanggungan dan ---
hafus cdibavar oleh Fihak Fertama. demikian pula ==~
biava pendat taran Fidusia di Rantcr Pendaftaran ---

F‘.i(.ll.]f:oi Bl T T S e il e e e e e e e o e e e e e L

ARta ini dizclessikan 09.55 WIB (sembilan —-=—--
Lewat Limapotul Lima men it waktu [ndonesia e
SHATANBAPAL) . 5 == s st T e il e e e

Fara penabiacdan dikenal oleh sava., Notaris, --=--
e e e e D EMTK IO QRTE TR = om0 st s s
=- Dibuat dan diselesaikan di Jember, pada hari dan

Langgal serta iam seperti tersebut diatas pada ----
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bagian awal axkta ini dengan hadirnva para saksi = -

L. INDAH RISWARTINI, Sarjana Hukum, dan ; ==--weeao

;.::‘. HAMMQL‘ .......... T e 0y 4 s e e e S i e T T v e e e i e e | S i e e
keduanva pecawai Kantor Notaris dan bertempat ---—--

tinggal di Jember . = eecewoe o

-— Setelah sava, Notaris membacakan akta ini kepada
para penghadap dan para saksi. maka dengan segera -
akta ini ditandatanaani olel Para penghadap, para--

S2akel dan sava. Notaris. —ee——eee.

-~ Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan ----

dan tanpa gantian. =—s=w=——we.

-= Minuta akta ini telah ditandatangani dengan =----

::“’ern[){j 't a . S S e e e i ke e i v i o B

DIBERIKAN SEBAGAT SAL INAM YANG SAMA BUNYINYA.

, S.H.
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NOTARIS / PPAT

SITI LESTARININGSIH, S.H.

S.K. MENKEH R.I. NO. D-107. HT.03.01. TH. 1992 TGL. 11 MEI 1992

S.K. KEPALA BPN. NO. 63-XI. 1999. TGL. 24 JULI 1993
JI. Kalimantan No. 28 Telp. (0331) 334305, 330084 Fax. 333290

Momor s INOT /SL AT SN0

L ami .

e | : Permohonan Pendaftaran
Jaminan Fidusia

Kepacia Yth.

BEFEL A KANTOR W Ay
DEFSRTEMEM  KEM2% T Mo
DE MGk ASAST MAaMUS A
FROSIMS T JawWe T oMl Il
J L Kavun 515

Suratbava

Dengan hormat.
Drencan Lni kami  mengaukan M IO N A pandattaran

Jaminan Fidusia, disertal dokumen Sebagal berikut -

X Lo (satul sal TN AR Ta NOTARLE Penverahan Jaminan
secara Fildusia, Momor - 52 tangaa 26-11-2001

tas nama 2 U R, g
X Loisatu]l PERMYATOGN PENDAF TARAN JaMINAN FIDUSIA.
W L {satu) SURST 541;,1.'-'::;’.‘.;‘» -
X SUKTT  PEMESY AREM DEME R L M b S i FEad ik

LPNEBRY Pandat taran Jdaminan Fildusia sesuai cengan
2zila nomor #7

HMaraturan Pamarintah H'::“!‘H,it.’l L1k Indor
Tahun 2000,

FEAE perhalian tapak Lam Sampa ran Lorama kasin.

JeEmivec . 9 april ooz
L MO AR B

{7 1
nps

% \;' » .
A Y B S &Y
i
CTTT t | o - Bimemueo o
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ol N MAIAS &

Yimtegd  Desr vl v Cailiitu "1 ooty Tnd

MNoa fiin e M am s e b 1 1 N
.!.‘Ii'Jl"l 1‘..'”‘] S i | ] i |:"'i".“|I‘I'J
o s I’i(tf“'”\l fll-_'l."l".’.'-(}l'\.\)
| i atme L : .lhlv. “.'\”_‘ \‘.ml Fvamers S
: U (T T

Denan ind memberi kuoaa Nespacla

Noa o a s SITT I.ESTQRININGSIH, Sy
Peker jaan O POARTE DAM PPAT 01 JEMBER
vl ama b poeb e AU T AR R

e iy e )

= Untuk dan atas nama Combhori Ruasa untuk mengurus ---
dan mengajukan permohonan rendaftaran Fidusia Jdi ——-=-—-
.Hmf.ur

vdat taran Fiosia P untuk iby melakukan =-—-—=-—-
3 Y& baer bt ban denadn Mandaftaran ————-

i o cicl i Wi vidker bkl et am Unddan ie 5 |d‘mn

feymos A% Tabure Ly Cadlathas il Fures e niarding S e m e
O R B 1 TV ey YR S (YPTh RR iiu)..ill NIl t'""urnl clan ==~
Tone b Ler fmarnva . - B = h e St et e B
Kuasa ini dibuat dooane ek untuk rne‘*l impahkon / —=—=-
BUDati gl . ees s LT T e e e e e e s e e s

IRV N 1 AT e T TR (S || S e »lil'n'ni denaan sebenarnva ~-
LRl il i peseamting b g, Dagaimana mestinya., ———-—-e

Juember . 04 April’ 2002

Kuasa, Pemberi Kuasa,

et “J‘f'-t'f-r\\‘ NN AN

TR RR Gy L,

STARININGSIH, S.H.
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DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI.
'KANTOR WILAYAE JAWA TIMUR

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2000

NOMOR PFNDAFTARAN FIDUSIA :

Terima dari : ﬁ/‘-ﬁf/’?dﬂ J‘L’ﬁﬁzazizz(' _
Pl Lank  Migngn (/ff’/hf(—ﬁ")
b{’/tmm a o DAL

BIAYA PENDAFTARAN JAMIMAN FIDUSIA -

I. NILAI PENJAMINAN S/D 50.000.000,-

.................................................................. Rp. 25.000.-
2. NILATPENJAMINAN DIATAS Rp. 50.000.000,- oooocovinoe Rpr50.000.)"
BIAYA PERUBAHAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA oo Rp. 10.000 -

BIAYA PENGGANTIAN SERTIFIKAT RUSAK / HILANG :

I. NILAT PENJAMINAN S/D 50.000.000,-

.................................................................. Rp. 25.000.-
2. NILAI PENJAMINAN DIATAS Rp. 50.000.000,-

.................................................................. Rp. 50.000.-

Lampiran ~ Putih = Untuk Pemohon
Merah = Untuk Kasir
Biru = Unluk Berkas
Kuning = Untuk Arsip

o -éT/V S L) 5)

Surabaya,

Kasir Fidusia
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AIWTEMEN KEHAKIMAN D/.N HAK ASAST MANUSIA 1. STD
SREBKTORAT JENDERAICOATDMINISTIASE PRV UM WA WY

PERNYATAAN PENDAFTARAN JAMINAN lﬁl)USi/\

BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAI RI. NOMOR....85. .. TATIUN. .. 2000
]

- PEMBERI FIDUSIA PENERIMA FIDUSIA

Nama IR R TR Nama - Peroeroan Terbatas FT.
Alamat . - S oy W Alamat* BIIE MADLU (Perserc)

Jembers boriiodudukan di Jakarta,
Pekerjaan : Swastn Pekerjaan

Jaminan Fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan atang PEMBERTFIDUSTA scjumlal
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Pasal 14

Kantor Pendaftaran Fidusia mene
Sertifikat Jaminan I'idusia pada t
pendaftaran.
Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat
catatan tentang hal-hal sebaga‘mana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia
dalam Buku Daftar Fidusia.

rbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia
anggal yang sama dengan tinggal penerimaan permohonan

Pasal 15

Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia scbagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
dicantumkan_kata-kata “DEM] KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA”

Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan
eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.

Apabila debitor cidera Jjanji, Penerima Fidusia meinpunyai hak untuk menjual Benda yang
menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.
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